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ABSTRAK

Nama : Nanda Febriani
Program Studi  : llmu Hukum
Judul :Analisis Hukum Pembayaran Klaim dalam Asuransi Kerugian

Muatan Kapa (Marine Cargo Insurance) Terkait Dengan
Kedudukan Prinsip Indemnitas dan Kondisi Deductible (Studi
Kasus: Hubungan Asuranss PT ABC Dengan Perusahaan
Asuransi XY Z)

Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya
keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut
pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena
itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuranss muatan laut (marine
cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian,
prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi
yang diberikan mengembalikannya pada posis keadaan semula sesaat sebelum
kerugian terjadi, namun tidak |ebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum
dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam
Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci.
Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung
menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran
kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine
cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan
tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis,
sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada
akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam
asurans muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam
KUHD.

Kata Kunci  : Prinsip Indemnitas, asuransi muatan laut, kondis deductible,
pembayaran klaim.
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ABSTRACT

Nama : Nanda Febriani
Study Program  : llmu Hukum
Title ‘Legal andlysis of The Clams Payment in Marine Cargo

Insurance Corresponds to The position of the Principle of
Indemnity and Deductible Condition (Case Study: The
Contract Insurance of PT ABC with insurance company XY Z)

Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a
business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often
encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in
the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic
principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a
loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss
occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity
listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed
provisions. Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by
it self of the small loss, the value of a small |oss that agreed has been described in
open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less
notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in
claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition
of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of
indemnity in KUHD.

Key Words : Principle of indemnity, marine cargo insurance, deductible clause,
claim payment.
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DAFTAR LAMPIRAN

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal GZ deB/jaNo0.2736-3:

Polis pengangkutan barangngfine cargo policy); surat pernyataan
subrogasi; surat pengajuan klainadlaim letter); konosemen Kill of

lading); Faktur penjualancbmmercial invoice).

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal GZ ddsijaxo.2736-2:
Polis pengangkutan barangifine cargo policy); konosemen Kill of
lading); Faktur penjualancommercial invoice); Bukti pembayaran klaim.

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal TS ddigado. 495 051
515: Polis pengangkutan barangafine cargo policy); surat pengajuan
klaim (claimletter); surat pernyataan subrogasi; Packing list.

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal TR deB/aNo.455 081
3466: Polis pengangkutan baramgaine cargo policy); konosemenkl!
of lading); Faktur penjualancommercial invoice)

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal TR deBgarNo.455
0813472: Polis pengangkutan barangarine cargo policy); surat
pernyataan subrogasi; konosemérill (of lading); Faktur penjualan
(commercial invoice); Bukti pembayaran klaim.

. Dokumen pengangkutan barang dengan kapal SK demjhnNo.
POBUSOHSPYKO0221: Polis pengangkutan baramarife cargo policy);
surat pernyataan subrogasi; surat pengajuan Klathaim( letter);
konosemenkll of lading); Faktur penjualancommercial invoice)

. Marine Cargo Open Policy NO. MAR/OPEN/031/2011
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Per masalahan

Pengangkutan barang merupakan salah satu unsupgendancarnya
keberlangsungan suatu kegiatan usaha yang diselekgm oleh pengusaha.
Dalam prosesnya baik melalui darat, udara mauputy [engangkutan barang
akan selalu dihadapi dengan risiko-risiko yang meghiinan terjadinya berbagai
macam kerugian. Dalam hal untuk menanggulangi kgkinan terjadinya risiko-
risiko tersebut, khususnya dalam proses pengangkdeang melalui laut yang
selanjutnya akan dibahas lebih mendalam, sudah j@gwya pengguna jasa
pengangkutan laut membutuhkan adanya suatu pergamnyakni berupa asuransi

kerugian muatan kapaingrine cargo insurance).

Asuransi atau pertanggungan, didalamnya selalu amehung pengertian
risiko. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang ubel pasti karena masih
tergantung pada suatu peristiva yang belum paskapBerbeda dengan
perjanjian untung-untungan, dalam perjanjian asirsardapat pengalihan risiko
dari tertanggung kepada penanggung diimbangi adpeg@ayaran premi oleh
tertanggung yang seimbang dengan beratnya risikg yhalihkan, meskipun
dapat diperjanjikan kemungkinan prestasi itu tidaérlu seimbang. Dalam
perjanjian untung-untungarch@nge agreement) para pihak sengaja melakukan
perbuatan untung-untungan yang tidak digantungkadap prestasi yang
seimbang, misalnya pada perjudian dan pertar@ihan.

Perjanjian asuransi pada dasarnya tidak mempumyaialitas tertentu.

Perjanjian ini termasuk semua syarat-syarat secaederial benar-benar

'Sri Rejeki HartonoHukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), him 12,

2 Abdulkadir MuhammadHukum Asuransi Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2006), him. 16.

Universitas Indonesia
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ditentukan oleh para pihak sepenuhnya. Jadi, letaksit pada perjanjian asuransi
atau perjanjian pertanggungan merupakan dasataatdasan bagi ada atau tidak
adanya perjanjian asuransi. Namun disisi lain denggas dan jelas undang-
undang menyatakan bahwa perjanjian asuransi hadakén atas dasar adanya

akta yang disebut polfs.

Dalam wuraian di muka diutarakan bahwa fungsi asiraadalah
mengalihkan risiko atau membagi risiko yang kemumayk diderita atau dihadapi
oleh tertanggung karena terjadi sesuatu peristavg yidak pasti. Oleh karena itu,
besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggharus seimbang dengan
kerugian yang dideritanya. Hal ini yang merupakatn dari prinsip indemnitas.
Prinsip ini tercermin dari Pasal 246 KUHD, yaitudpabagian kalimat "untuk
memberikan pengantian kepadanya karena suatu kerudierusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkan dideritanya karena

suatu peristiwa tertentu.”

Didalam perjanjian pertanggungan itu adalah penbagi penanggung
sejak saat perjanjian itu diadakan untuk mengetaérapakah jumlah maksimum
dari prestasinya. Jumlah ini disebut jumlah yangedanggungkan atau uang
pertanggungan. Di dalam suatu pertanggungan kerugiangenai berapakah
maksimum dari penggantian kerugian yang harus itid@roleh penanggung,
sangat perlu diketahui sebelumnya. Jumlah yanghtditan ini yang disebut
jumlah yang dipertanggungkan, berfungsi sebagaigtnmaksimum terhadap

mana penanggung terikat untuk menggantikannya kapediugian telah terjadi.

Dalam pengangkutan barang melalui laut, sepertgyaah dijelaskan
sebelumnya rentan menghadapi beraneka ragam gyaikg akan menimbulkan
kerugian, mulai dari adanya risiko penyusutan bgtangga pada risiko adanya
perang. Mengingat hal tersebut, merupakan suatu yaaly wajar apabila

tertanggung menginginkan penutupan yang lengkap @$&o yang mungkin

% Sri Rejeki Hartonoop.cit., hal 123.

“Emmy Pangaribuan Simajuntakukum Pertanggungan (Pokok-pokok Pertanggungan
Kerugian, Kebakaran dan Jiwa), (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang pada Fakultasuruk
Universitas Gajah Mada), him. 43.

Universitas Indonesia
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akan terjadi. Dengan pertimbangan tersebut, segmang nilai dari barang-
barang yang dimuat dalam suatu pengangkutan laatélah bernilai besar maka
tidak mengherankan suatu perjanjian asuransi kamugnuatan kapal, dalam
mekanisme penghitungan-penghitungan aspek-aspekmdaderasuransiannya
adalah dengan adanya jumlah nominal yang besar-lpega. Terkait dengan
nominal yang besar tersebut, merupakan suatu haj y@enarik untuk diteliti
ketika ada rincian tuntutan klaim yang ajukan dkeftanggung pada kenyataanya
dilapangan sering berbeda atau ada suatu selisighgengan dalam besaran

pembayaran dikabulkan oleh penanggung.

Terkait denganMarine Cargo Insurance, terdapat 3 (tiga) cara untuk
mengasuransikan pengangkutan barang melalui lartarRa, fakultatif yaitu
mempertanggungkan pengangkutan barang setiap itsgagengiriman. Kedua,
Floating Policy yakni mengasuransikan untuk beberapa kali pengaagkyang
telah direncanakan dengan sekalfgusetiga, open cover yaitu Open Policy
adalah pengasuransian untuk periode 12 bulan yargkin untuk semua jenis
pengiriman barangcérgo) dan ke tempat tujuan yang telah disepakati pawakp
sebelumnya. Adapun studi kasus yang akan dikemukakan dalarelitien ini,
yaitu perjanjian penanggungan asuransi muatanyaog mengikat para pihak
dalam bentuk polis terbuka yaitu Marine Cargo Open Policy
No.MAR/OPEN/031/2011. Mengenai besaran pembayar@mkyang akan
dianalisis maka ketentuan dalam polis tersebutiamgynantinya akan menjadi
suatu dasar atas besaran ganti rugi yang dilakiensahaan Asuransi XYZ

selaku penanggung kepada PT ABC selaku tertanggung.

Berdasarkan penjabaran diatas, tulisan ini akan eltiermengenai
hubungan asuransi yang dibangun antara tertanggang penanggung yang

tercermin dari perjanjian asuransi yang mengikaa gpahak, dan akan dikaitkan

°PT. Procare Indonesia
“http://webcache.googleusercontent.com/search?drecédibOFR3bpzE J:www.procare-
indonesia.com/%3Fmodul%3Dproduct%26p%3Dmarine+tanggjawab+terkait+marine+cargo
+open+policy&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id diunduh 19 September 2011.

®lmam musjab, _http://ahliasuransi.com/asuransi-pegkistan-barang-marine-cargo-
insurance/diunduh 19 September 2011.

Universitas Indonesia
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dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar atas rlahen asuransi kerugian,
salah satu prinsip yang menjadi karakteristik datiransi kerugian yakni adanya
prinsip indemnitas yaitu adanya jaminan atas gagii dimana dalam prinsip ini

memiliki pandangan bahwa perjanjian asuransi bukdok mendapatkan sesuatu
yang lebih besar, lebih baru, lebih mendapatkamtkeigan melainkan untuk

mengembalikan posisi keuangan tertanggung kepadasipkeuangan semula
sebelum terjadi kerugian atas obyek yang diasutansDalam hal ini mencegah
tertanggung memperoleh keuntungan yang tidaK sah.

1.2 Perumusan M asalah

Seuraian dengan permasalahan tersebut, maka pekolagalahan yang
dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan suatu ketentuan risiko sendiduttible) dalam
perjanjian asuransi muatan kapal antara PT ABCR#ansahaan Asuransi

XYZ bertentangan dengan prinsip ganti kerugiangmditas)?

2. Klausul pengurang klaim manakah yang lebih mengqgkan bagi PT
ABC' (selaku tertanggung) mengingat nilai kerugiagasaklaim yang
diajukan dalam periode Maret s.d Oktober 2011 rata-besaran kerugian
adalah berkisar dari 28.259 MT (0,564%) s.d 64 1¥86(1,954%)7

3. Bagaimana prosedur pengajuan klaim dalam perjamigamansi kerugian
muatan laut (Marine Cargo Insurance) antara PT ABG Perusahaan
Asuransi XYZ?

"Kornelius Simajuntak, Kuliah IV Hukum Asuransi, Keétas Hukum Univesitas
Indonesia, 2011

Universitas Indonesia
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1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mefigh@engaturan
pembayaran klaim kepada tertanggung sesuai dergjantiyan dalam polis yang
telah dibuat.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalkabagjai berikut:

1. Mengetahui kedudukan prinsip indemnitas (ganti gem) terhadap
penerapan suatu ketentuan risiko sendikedyctible) dalam asuransi
muatan kapalnfarine cargo insurance)

2. Mengetahui klausul pengurang klaim yang lebih memgngkan bagi
tertanggung.

3. Mengetahui prosedur pengajuan klaim dalam perjargisuransi muatan

kapal.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai sistemamq@gungan
asuransi kerugian pengangkutan laut. Menurut P28&IKUHD, Asuransi atau
pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan rsaseorang penanggung
mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, demgenerima suatu premi,
untuk memberikan penggantian kepadanya karena kaatgian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapakan, yang marakan dideritanya karena

sesuatu peristiwa yang tak tertentu.

Dari pasal 246 KUHD dapat disimpulkan bahwa premerupakan
kewajiban tertanggung untuk membayar kepada penzggg sebagai
kontraprestasi dari ganti kerugian yang akan diaerioleh penanggung, harus
diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yaagutansikar.

®Man Suparman Sastrawidjaja\spek-Aspek Hukum Asurans dan Surat Berharga,
(Bandung: Alumni, 2003), hal 30.

Universitas Indonesia

Analisis hukum ..., Nanda Febriani, FH Ul, 2012



Polis dalam asuransi adalah suatu pertanggungams hdibuat secara

tertulis dalam suatu akta, hal ini sesuai dengaenitean pasal 255 KUHD.

Obyek Asuransi Voorwerp der verzekering), pasal 268 KUHD
mengatakan bahwa yang dapat menjadi obyek asuedalsisemua kepentingan

yang:
a) Dapat dinilai dengan sejumlah uarmg ¢eld waardeerbaar),
b) Dapat takluk pada macam-macam bahaga ¢evaar onderhevig),
c) Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Dalam Bab kelima A tentang pengangkut barang, jpedal 466 KUHD
disebutkan bahwa pengangkutan dalam arti bab leth iBarang siapa yang, baik
dengan persetujuan penyewaan kapal menurut walkiu pényewaan kapal
menurut perjalanan, baik dengan sesuatu persetigimmengikatkan diri untuk
menyelenggarakan pengangkutan barang, yang sehmgian atau sebagian

melalui lautan.

Asuransi muatan pengangkutan laumtaine cargo insurance) adalah
suatu kontrak dalam mana pihak penanggung berjak@n memberikan
penggantian kepada tertanggung atas setiap kerugi#in setinggi-tingginya
sejumlah yang disetujuMarine Insurance Act 1906 Article 1).

Deductible berarti potongan. Kondisdeductible, penanggung hanya

membayar ganti rugi kepada tertanggung atas keruydas potongan.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalahnidis normatif.
Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah mleab norma hukum tertulis.
Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan ddtander yakni dengan
studi dokumen. Jenis-jenis data sekunder dapattegjgekan dalam dua

Universitas Indonesia

Analisis hukum ..., Nanda Febriani, FH Ul, 2012



kelompok, data sekunder bersifat pribadi dan dekarsder yang bersifat publik.
Dalam penelitian yang akan digunakan data sekubdewpa peraturan yang
tercantum dalam KUHD serta dokumen-dokumen terkihgan perjanjian
asuransi kerugian muatan pengangkutan laut yakt@rarain polis asuransi,
kronologis kerusakanletter of statement (atas kerusakan barangkgtter of

indemnity, notice of claim dan claim note to insurance company.

Tipe penelitian yang ada dilakukan adalah penaliteksplanatoris.
Adapun tujuan penelitian eksplanatoris adalah mamdpgrkan atau menjelaskan
lebih dalam suatu gejala. Penelitian ini bersifatmpertegas hipoteSa Oleh
karena tipe penelitian adalah tipe penelitian eksporis, maka bentuk hasil
penelitian akan bersifat ekspalanatoris anatitis.

Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah unto&ngetahui pelaksanaan
pembayaran klaim perusahaan terhadap tuntutan kiaimtertanggung, maka
metode analisis data yang sesuai adalah kualit@afi sudut penerapannya,
penelitian ini adalah penelitian berfokus pada #adisasuatu penelitian yang
menhubungkan penelitian murni dengan penelitiaaptan. Dalam penelitian ini
permasalahan yang diteliti didasarkan pada teau dilihat kaitannya antara teori

dengan praktek. Penelitian ini disebut juga dermahlem focused research.*?

1.6 Kegunaan Teoritis Dan Praktis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk pemgangan pengetahuan
ilmu hukum, khususnya mengenai asuransi kerugisandeuatan pengangkutan
laut di Indonesia.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah mengkagngenai asuransi

kerugian di Indonesia secara lebih komprehensifjtaena mengenai kegiatan

® Sri Mamudiji,et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2005), him. 31.

1% 5ri Mamudii,et al., op.cit., hal 4.
1 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2008), hal. 50.

12 Sri Mamudii,et al., op.cit., hal 5.
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pembayaran klaim perusahaan asuransi dalam asulkarsigian muatan
pengangkutan laut yang didasari atas keberlakubs yakni marine cargo open
policy dalam asuransi kerugian muatan pengangkutandesetut.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, adapun sistemaydag disajikan adalah

sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang da
mengapa penelitian ditulis, serta dilengkapi dengdanya
latar belakang permasalahan, perumusan masalalantuj
penulisan, kerangka konsepsi dan metode penelaag
penulis lakukan serta adanya kegunaan teoritisptaktis

dalam penelitian ini.

BAB Il ASURANSI KERUGIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertam d
asuransi kerugian, pengaturan, prinsip-prinsip rasad
dari asuransi kerugian terutama prisnsip indemnitas
(Jaminan atas ganti rugi), macam penutupan peramggn
dari asuransi kerugian, serta penjelasan mengeosegur

pengajuan klaim dalam asuransi kerugian.
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BAB Il

BAB IV

BAB V

ASURANSI MUATAN KAPAL (MARINE CARGO
INSURANCE)

Bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah asuransi
muatan kapal, pengertian-pengertian terkait asurans
muatan kapal, pengaturan, jenis-jenis polis madaggo
insurance terkait mekanisme open cover, kondisi
pertanggungan dalam asuransi muatan kapal ter&agash

adanya klausul-klausul dalamerine cargo insurance.

ANALISIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai kasus posisi,
kedudukan prinsip indemnitas terkait adanya kondisi
deductible, Klausul pengurang klaim yang sesuai dengan
kasus posisi dan prosedur pengajuan klaim dalamarsiu

kerugian muatan laut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan atas kedudukan prinsip
Indemnitas dalam pelaksanaan pembayaran klaim dalam
asuransi kerugian muatan pengangkutan laut (ma#rgo

insurance).
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BAB 2

HAL-HAL KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN
PERTANGGUNGAN KERUGIAN

2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi atau dalam bahasa BelanderZekering berarti pertanggungan.
Pengertian resmi atau otentik asuransi disebutkéanmdpasal 246 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, yang menentukan bahwa asyradaiumumnya adalah
suatu persetujuan dimana pihak yang menjamin herf@pada pihak yang
dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebpgagganti kerugian, yang
mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karendakdari suatu peristiwa yang

belum jelas akan terjadi.

Definisi yang lebih luas daripada definisi dalaas@ 246 KUHD adalah
definisi asuransi dalam Pasal 41 New Ydmkurance Law Menurut ketentuan
pasal 41 New Yorknsurance Law?

“The insurance contract is any agreement or othangaction
whereby one party herein called the insurer, iSgdied to confer benefit
of pecuniary value upon another party herein callgw insured or
beneficiary, dependent up on the happening of titous event in which
the insured of beneficiary has, or expected to haivéhe time of such
happening a material interest which will be advéysaffected by
happening of such event. A fortuitous event isatyrance or failure to
occur which is or is assumed by the parties totbey substantial extend
beyond the control of either party.”

Dalam definisi tersebut digunakan kata-kataonfer benefit of pecuniary
value tidak digunakan kata-kat& confer indemnity of pecuniary value
Pengertian benefit tidak hanya meliputi ganti keanogerhadap harta kekayaan,

tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnyagi tertanggung. Jadi,

! Wirjono ProdjodikoroHukum Asuransi di Indonesiélakarta: Intermasa, 1994), hal 1.

2 Abdulkadir Muhammadpp.cit, hal 10.
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termasuk juga pembayaran sejumlah uang pada asujaves Definisi dalam
Pasal 41 New Yorknsurance Lawmeliputi asuransi kerugian dan asuransi
jumlah. Rumusan tersebut lebih memuaskan dari padausan Pasal 246
KUHD.*

2.2. Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suattjapgan, oleh
karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sgapacuan menuju pada pengertian
dari perjanjian asurand?ada dasarnya setiap perjanjian meliputi hal-haktaut

dibawah ini?
1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum.

2. Perjanjian menunjukan adanya kemampuan atau kewyanamenurut

hukum.

3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuahwa pihak yang satu
akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasg mungkin
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidiakuken sesuatu.

4. Dalam setiap perjanjian, kreditur berhak atas psesdari debitur, yang

dengan suka rela akan memenuhinya.

5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dantapggung jawab

melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjianudyang diatur dalam
KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syaratasysah suatu perjanjian
dalam KUH Perdata berlaku juga bagi perjanjian @assir Syarat-syarat sah suatu
perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. iign ketentuan pasal

% Ibid, hal 10.
“Ibid, hal 11.

® Sri Rejeki Hartonpop.cit.,hal 82.
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tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjemi sepakat mereka yang
mengikatkan dirinya; kecakapan untuk berbuat spatikatan; suatu hal tertentu;
dan suatu sebab yang hdlaBerikut penjelasan atas keempat syarat-syarat

tersebut:
1. Kesepakatan

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakannjjerja

asuransi. Kesepakatan tersebut meliputi:
a. benda yang menjadi obyek asuransi;

b. pengalihan risiko dan pembayaran premi;

o

peristiwa tidak pastisvenemendan ganti kerugian;

o

. Syarat-syarat khusus asuransi;
e. dibuat secara tertulis yang disebut polis.

Kesepakatan antara tertanggung dan penanggungt dsiegara
bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, éekatau paksaan pihak
tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukaratsggarat perjanjian
asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undayayan berlaku.
Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tah8? lditentukan
bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi likdasarkan pada
kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Progrsmnahsi Sosidl.

2. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikat diri

Kedua pihak tertanggung dan penanggung berwenateknkan
perbuatan hukum yang diakui undang-undang. Kewearaitg ada yang
bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektiewenangan subjektif

artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatak tierada dibawah

® Abdulkadir Muhammadpp.cit., hal 49.
" Ibid, hal 49.
® Ibid.
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perwalian f{rusteeship, atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan
objektif artinya tertanggung mempunyai hubungangysaih dengan benda
objek asuransi karena benda tersebut adalah kekay#iknya sendir’
Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusaleransi
berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabilanssyang diadakan

itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka tertanggyang mengadakan
asuransi itu mendapat kuasa atau pembenaran dek [ketiga yang
bersangkutah’

. Suatu hal tertentu

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalahelobyang
diasuransikan dapat berupa harta kekayaan dan tikegem yang melekat
pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa aiga meanusia. Objek
tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan ystekat pada harta
kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerudt@mgertian objek
tertentu adalah bahwa identitas objek asuranseltatsharus pasti dan
jelas. Karena yang mengasuransikan objek itu adai@hnggung, maka
dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidagsimg dengan
objek asuransi itu. Dikatakan ada hubungan langsynadpila tertanggung
memiliki  sendiri harta kekayaan yang menjadi objakuransi itu.
Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila nggizng hanya
mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Tertanggdnarus dapat
membuktikan bahwa dia adalah benar sebagai pemtidihk mempunyai

kepentingan atas objek tersebut.

® Ibid, hal 50.
91bid, hal 51.

1 |bid, hal 52.
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Pada ketentuan Pasal 268 KUHD, dikatakan mengextdiah apa
saja yang dapat dijadikan objek asuransi, adaplhahaersebut adalah
semua kepentingan yang:

1) dapat dinilai dengan jumlah uangp(geld waardeerbar
2) dapat takluk pada macam-macam bahaga @Qevaar on derhewg
3) tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

4. Sebab yang diperbolehkan (kausa yang halal)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjiaraasi itu tidak
dilarang undang-undang, tidak bertentangan denggetibban umum, dan
tidak bertentangan dengan kesusilaan. Contoh, resug@ang berkausa
tidak halal adalah mengasuransikan benda yangadaundang-undang
untuk diperdagangkan, mengasuransikan benda, tetdpnggung tidak
mempunyai kepentingan, jadi hanya spekulasi yanmasalengan
perjudian. Asuransi bukan perjudian atau pertardfian

Perjanjian pertanggungan itu adalah bebas dalatukeya. Untuk
terjadinya Perjanjian itu tidak diharuskan adanyarat-syarat yang lebih
dari apa yang telah ditetapkan di dalam pasal I1B20 Menurut pasal
257 KUHD Perjanjian pertanggungan itu ada, segetalah tercapai
persesuaian kehendak antara kedua pihak. Untukkibedah Perjanjian
Pertanggungan, tidak tergantung pada adanya syatat Sormalitas atau
akta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifatjapjian

pertanggungan itu adalah konsendtil.

2 Djoko PrakosoHukum Asuransi IndonesigJakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 83.
Lihat juga Pasal 268 KUHD adalah sebagai berikut:

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepmmtiyang dapat dinilaikan dengan uang,
dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikéeumatileh Undang-undang.

13 Abdulkadir Muhammadgp.cit.,hal 52.

* Emmy Pangaribuan Simajuntalqp.cit., hal 18.
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Batasan perjanjian secara formal terdapat dalasal P46 Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang.

Pasal 246 KUHD:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu pemganpiengan
mana seorang penanggung mengikatkan diri kepadarggtertanggung,
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pentigg kepadanya
karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangamtltegan yang
diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karendgstpea yang tak
tentu.”

Menurut Prof. P.L. Wery dalam bukunyaloofzaken van het
verzekeringrecht bahwa dari batasan pasal 246 KUH Dagangnésia, yang
sama dengan Pasal 246 juga ddatboek van koophandelenyimpulkan bahwa
pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok darjapgn asuransi atau
pertanggungan sebagai berikut:

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak ataunparjaganti kerugian
atau kontrak indemnitas pihak yang satu (penanggom@mgingat dirinya
terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi aéatariggung) untuk
mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.

2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, dalambativwa penanggung
mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukam &stanggung pada
peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan gmggung terdapat
ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk menrnbgssti rugi, tetapi
sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatatakti bersyarat untuk

membayar premi.

'% Sri Rejeki Hartonoop.cit., hal 84.
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2.2.1 Tujuan Asurans Kerugian
2.2.1.1 Teori Pengalihan Risko

Dari segi asuransi, risiko adalah kemungkinan kerugang akan dialami,
yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akamaderietapi tidak diketahui
lebih dahuluapakah akan terjaddan kapan akan terjadi. Pada umumnya risiko
diakibatkan oleh bahaya sedangkan bahaya diakibatkeh adanya peristiwa.
Namun urutan ini tidak mutlak. Ada juga risiko tangiakibatkan adanya bahaya,

misalnya risiko susut. Demikian juga risikatural loss®

Menurut teori pengalihan risikorigk transfer theory tertanggung
menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap hekiyaan milikinya
maupun terhadap jiwanya. Dalam dunia bisnis PernsahAsuransi siap
menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mmabgaalih risiko dengan
imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakarares dengan tujuan
mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan g@tvanya. Dengan
membayar sejumlah premi kepada perusahaan asypamanggung), sejak itu
pula risiko beralih kepada penanggung. Apabila samerakhirnya jangka waktu
asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikamamggung beruntung memiliki

dan menikmati premi yang telah diterima dari teggamg®’

Berbeda dengan asuransi kerugian, pada asurarsigpabila sampai
berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadiigbeva kematian atau
kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, makaartggung bila dalam
perjanjian penanggungannya telah disepakati mergtepgngembalian sejumlah
uang, maka tertanggung dapat memperoleh pengembafisebut sesuai dengan

isi perjanjian asuransi, namun hal ini tidak setefjadi bila tidak diperjanjikaff

'6 Radiks Purba (A)Memahami Asuransi di Indonesi@Jakarta: PT Pustaka Binaman
Pressindo, 1992), hal 29.

" Abdulkadir Muhammadgp.cit., hal 12.
'8 Ibid, hal 13.
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2.2.1.2 Pembayaran Ganti Rugi

Pasal 246 KUH Dagang dapat memberikan indikatdmwaaperjanjian
asuransi itu pada dasarnya adalah perjanjian yasmgpunyai tujuan memberi
ganti kerugian ialah sesuai dengan asas indenifiialam hal terjadi peristiva
yang menimbulkan kerugian, maka tidak ada masadahadlap risiko yang
ditanggung oleh penanggung. Dalam praktiknya tidednantiasa bahaya
mengancam itu sungguh-sungguh terjadi. Ini merupdesempatan baik bagi
penanggung untuk mengumpulkan premi yang dibaydr béberapa tertanggung
yang mengikatkan diri kepadanya. Jika pada sudtkieksungguh-sungguh terjadi
peristiwva yang menimbulkan kerugian (risiko berulmadnjadi kerugian), maka
kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayag&ati kerugian sesuai
dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya, karugang timbul itu bersifat
(partial losg, tidak semuanya berupa kerugian totalg] los9. Dengan demikian,
tertanggung mengadakan asuransi yang bertujuak umemperoleh pembayaran

ganti rugi*°

2.2.2 Polis

Polis asuransi adalah suatu dokumen yang memudtakoantara pihak
yang ditanggung dengan penanggung. Anatominyanggiti dari deklarasi,
perjanjian pertanggungan, pengecualian dan sygaaats Deklarasi menguraikan
sifat risiko, perjanjian pertanggungan menunjukkdglam garis besar sifat
penutupan doveragg pengecualian eiclutio) mengurangi penutupan

(coveragg dan syarat-syarat menetapkan aturan dasar demaires itu**

Sejak tahun 1764 para underwriter atau penanggang ynenjalankan
bisnisnya di Llyod’'s London menyadari pentingnyaatsupolis standar baik

mereka sendiri maupun pihak yang ditanggung. Datahun 1779 mereka

19 Sri Rejeki Hartonoop.cit.,hal 86.
20 Abdulkadir Muhammadgp.cit., hal 13.

2L A. Hasyim Ali, Pengantar Asurans{Jakarta: Bumi Aksara, 2003al. 117.
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sepakat untuk memakai formulir asuransi laut yarnbuat oleh sesama
underwriter itu sebagai suatu polis tanda. Sejakfarmulir tersebut dikenal
sebagai “polis standar Lloyd’s”. Oleh karena patisdipakai tahun demi tahun
dan dari banyaknya putusan pengadilan mengenaingka nterbentuklah
sekelompok hukum asuransi. Katanya hampir setiafxapgan dalam polis
Lloyd’s ini ditafsirkan oleh pengadilan sehinggalavgpun kata-kata yang dipakai
kuno namun setiap perusahaan asuransi yang memaliaitersebut tahu benar
arti setiap ungkapannya.

Di Inggris undang-undang asuransi laut 1899 dab61®engakui polis
Lloyd’s sebagai polis standar di Inggris. Di Amerikerikat, polis asuransi laut
sangat berbeda kata-katanya dari polis Lloyd's. urarjelas bahwa sebagian
diambil dari polis Lloyd’s itu. Oleh karena itu mILIloyd’s menjadi contoh yang
baik sekali untuk segala macam standarisasi psligaasf:>

Standardisasi ada kalanya merintangi kemajuamdacegah kebebasan
membuat kontrak. Tindakan bersama itu jauh lebilmbkn dari pada
perseorangan. la tidak disukai karena tidak merkinkgn perusahaan secara
sendiri-sendiri melakukan percobaan dan karenangeparlambat perubahan-
perubahan yang dibutuhkan. Ada perusahaan-perusasagansi yang menolak
ikut serta dalam organisasi koperatif. Karena neerélerpendapat keikutan
mereka akan membatasi usaha mereka dalam meriatistypan-penutupan
(coveragé baru jika usaha mereka sukses maka perusahamnsisasuransi lain
akan mengikuti jejak mereka karena tekanan peraminign karena hasrat untuk
memperbaiki penutupacdgveragé.?*

Jika gagasan-gagasan baru tidak menguntungkartidékupopular maka
industri ini secara keseluruhannya tidak begitketea oleh percobaan tersebut.
sebaliknya standardisasi menurut persetujuan jogenbuka kemungkinan

kepada perusahaan asuransi yang licik yang tidakakai formulir standar untuk

22 |pid, hal 113
2 |bid.

24 |pid, hal. 115.
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mengeluarkan pihak yang ditanggung dengan menawagenutupan yang

rendah kwalitasny&

2.2.2.1 Makna dan Fungsi Polis

Untuk setiap perjanjian perlu dibuat bukti tertuditau surat perjanjian
antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. iBekiulis untuk perjanjian
disebut polis. Surat perjanjian itu dibuat dendéad baik dari kedua belah pihak
yang mengadakan perjanjian. Surat perjanjian itwati dengan itikad baik dari
kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Di dalamatsperjanjian itu
disebutkan dengan tegas dan jelas mengenal hajamg diperjanjikan kedua
belah pihak, hak-hak masing-masing pihak, sankss aelanggaran perjanjian,
dan sebagainya redaksinya harus disusun sedemikiiga sehingga dengan
mudah dapat ditangkap maksud dari perjanjian iga jtidak memberi peluang
untuk menyalahtafsirkannyd. Undang-undang menentukan bahwa perjanjian
asuransi harus ditutup dengan suatu akta yang udigeilis (pasal 255 KUH
Dagang)’’

Pasal 255 KUHD:

“Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertalerdsuatu akta yang
dinamakan polis”

Menurut Pasal 257 KUHD, hanya penanggung yang nu&tangani
polis, berarti semacam perjanjian unilateral, tetapngikat kedua belah pihak
yang berkepentingan atas polis itu (penanggungteidanggung). Penanggung
harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalargkga waktu sebagai
berikut?®

% |bid.

% Radiks Purba (A)p.cit., hal 59.

%" Sri Rejeki Hartonoop.cit., hal 122.
%8 Radiks Purba (A)p.cit., hal 59.
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(1) Bila perjanjian dibuat seketika dan langsung antaemanggung dan
tertanggung atau yang dikuasakan tertanggung, maka yang telah
ditandatangani oleh penanggung harus diserahkakepada tertanggung
dalam tempo 24 jam (pasal 259 KUHD).

(2) Jika pertanggungan dilakukan melalui makelar asiréroker), maka
polis yang telah ditandatangani oleh penanggungshdiserahkan kepada

tertanggung paling lama dalam 8 hari (pasal 260 RUH
Fungsi umum polis bagi tertanggufty:
(1) Perjanjian pertanggungaa ¢ontract of indemnidy

(2) Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tmtary untuk
mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh teytamg akibat
peristiwa yang tidak diduga sebelumnya, dengarsymin

a. Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukasegaula

sebelum mengalami kerugian; atau

b. Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutaotal(

collapsg.

(3) Bukti pembayaran premi asuransi oleh tertanggurgpd@ penanggung

sebagai balas jasa atas jaminan penanggung.
Fungsi polis bagi tertanggurit:

(1) Sebagai bukti tertulis atas jaminan penanggungkumtengganti kerugian
yang mungkin dideritannya yang ditanggung olehspoli

(2) Sebagai bukti (kwitansi) pembayaran premi kepadapggung.

(3) Sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung lalai atau tidak

memenuhi jaminannya.

29 |pid, hal 60.

%0 | pid.
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Fungsi polis bagi penanggufl:

(1) Sebagai bukti (tanda terima) premi asuransi de&nggung.

(2) Sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikankepada tertanggung

untuk membayar ganti rugi yang mungkin dideritehdkrtanggung.

(3) Sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan gamgi (klaim) bila yang

menyebabkan kerugian tidak memenuhi syarat-spatit.

2.2.2.2 Syar at-syarat polis

Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap paligshmemenuhi

syarat-syarat minimal sebagaimana diatur oleh p28&lKUH Dagang sebagai

syarat-syarat umum. Pasal 256 KUH Dagang menentbkhmwa, setiap polis,

kecuali yang mengenai suatu pertanggungan jiwaishaenyatakarf

1.

Hari ditutupnya pertanggungan.

Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggusendiri atau

atas tanggungan orang ketiga.

Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang gigegtanggungkan.
Jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan.
Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.

Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk pertagggusi penanggung

dan saat berakhirnya.

Premi pertanggungan tersebut.

%1 |bid 60.

%2 Sri Rejeki Hartonogp.cit., hal 125.

Universitas Indonesia

Analisis hukum ..., Nanda Febriani, FH Ul, 2012



22

8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya pentiggsbpenanggung
untuk diketahuinya, dan segala syarat yang dipgk@sn antara para
pihak. Polis tersebut harus ditandatangani tigp{ienanggung.

2.2.3 Premi Asuransi

Premi merupakan prestasi tertanggung, yang merasal 246 KUHD
dinikmati oleh penanggung sebagai pertukaran ukévkajiban ganti rugi, yang
dipikulnya terhadap tertanggufy.Dalam definisi Perjanjian Pertanggungan
ternyata disebutkan tentang kata “premi”, sebagsitus prestasi dari pihak
tertanggung kepada penanggung. Premi ini biasantgatukan dalam suatu
persentase dari jumlah yang dipertanggungkan, diandapersentase mana
tercermin penilaian risiko dari penanggung. Pearaatau penghargaan dari
penanggung mengenai risiko ini, dapat berbeda-pada beberapa penanggung,
hal ini dipengaruhi fungsi dari premi itu merupakadarga pembelian dari
tangggungan yang wajib diberikan oleh penangguag aebagai imbalan dari
risiko yang diperalihkan kepada penanganggung, yemmasuk didalamnya

ialah>*

1. Banyaknya kerugian yang mungkin akan dideritayiting kebanyakan ini

dipastikan di dalam suatu persentase dari jumlaiapggungan.

2. Sejumlah uang sebagai penggantian ongkos-ongkogsgleaan dari

penanggung.

3. Provisie untuk orang perantara misalnya makelan, jdga untung bagi

penanggung serta jumlah cadangan.

% H.Van Barneyeld, Pengetahuan Umum Asurangillakarta: Bhratara Karya Aksara,
1980) , hal 330

% Emmy Pangaribuan Simajuntai.cit., hal (41-42).
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2.3 Prinsip-prinsip Asuransi
2.3.1 Prinsip Indemnitas

Prinsip indemnitas (jaminan ganti rugi) dinyatakasleh Hakim Agung
Inggis Brett L.J. dalam perkaastellain v Prestoii1883) 11 QBD 380®

“Every contract of marine or fire insurance is a traot of
indemnity, and indemnity only, the meaning of winctinat the assured in
case of a loss is to receive a full indemnity, isutever to receive more.
Every rule of insurance law is adopted in order ¢arry out this
fundamental rule, and if ever any proposition iumght forward, the
effect of which is opposed to this fundamental, ritlevill be found to be
wrong”

Dijelaskan diatas bahwa dalam asuraresas indemnitas adalah
fundamental sifatnyalan bahwa suatu penyimpangan dari asas tersedttj y
yang memungkinkan tertanggung memperoleh penggatgiah besar daripada
penggantian untuk kerugian yang telah dideritataypun yang menghalangi
tertanggung untuk memperoleh penggantian sepenulmiy& kerugian tersebut,

niscahaya salah.

Atas kerugian yang ditanggung oleh penangguntartiggung tidak boleh
mencari (mendapat) keuntungan. Inilah yang merupakaar pertimbangan dari
prinsip indemnity Berpedoman kepada prinsiplemnity maka tertanggung akan
memperoleh ganti rugi dari penanggung untuk menggkerugian yang

dideritanya dengan tujuan (prinsif):

(1) mengembalikan tertanggung ke keadaannya semulalusebe

kerugian menimpanya; atau

(2) menghindarkan tertanggung dari bangkrut sedemikrapa

sehingga dia masih tetap dapat berdiri di tempause

% John Lowry and Philip Rawling$nsurance law: Doctrines and Principle@xford:
Hart, 2005), hal 264.

% |bid, hal 12.
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Jadi, menurut prinsipndemnity tertanggung hanya akan memperoleh
ganti rugi maksimal sebesar kerugian yang dideyganyaitu sekedar
mengembalikannya ke kedudukan semula. Berdasarkamsip indemnity
terhadap barang-barang yang mengalami kerusakamukeya {otal los9,

tertanggung memperoleh ganti rugi sebagai beffkut.

(1) Jika harga pertanggungan yang tercantum pada gmi& dengamarga
barang yang sebenarnyadl valug, maka tertanggung memperoleh ganti
rugi sebesar harga barang yang sebenarnya, ydiasaekerugian yang
dia derita.

(2) Jika harga pertanggungan yang tercantum padalpblisbesardari harga
barang yang sebenarnya, maka tertanggung mempeahtirugi sebesar

harga barang yang sebenarnya, yaitu sebesar keryayig dia derita.

(3) Jika harga pertanggungan yang tercantum pada lpblis kecildari harga
barang yang sebenarnya, berarti tidak ditutup pggangan untuk semua
barang, maka tertanggung memperoleh ganti rugi ssebéharga
pertanggungan, vyaitu sebesar harga barang yanggditag. Sisa
kerugian, vyaitu sebesar harga barang yang tidakutugt
pertanggungannya, menjadi beban tertanggung.

Dalam uraian dimuka telah diutarakan bahwa fungsiransi adalah
mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinaerida atau dihadapi oleh
tertanggung karena terjadi suatu peristiva yangktigasti. Oleh karena itu,
besarnya ganti kerugian yang diterima oleh tertanggharus seimbang dengan
kerugian yang dideritanya. Hal ini yang merupaka&ndari prinsip kerugian atau
indemnitas. Prinsip ini tercermin dari pasal 246 HQ yaitu pada bagian
kalimat “untuk memberikan penggantian kepadanyaerkar suatu kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang dihamapkag mungkin akan

dideritannya karena suatu peristiwa yang tak teut&ti

¥ Ibid.

% Man Suparman Sastrawidjafp.cit.,hal 70.
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Untuk dapat mengadakan keseimbangan antara kerygiag diderita
oleh tertanggung dengan ganti kerugian yang dibariddeh penanggung, harus
diketahui berapa nilai atau harga dari obyek yarmgutansikan. Sehubungan
dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian atalermitas hanya berlaku bagi
asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengaug,uyaitu asuransi kerugian

(schade-verzekering®

Kepentingan di dalam asuransi jumlaorfimen verzekepigidak dapat
dinilai dengan uang, sehingga diadakan tidak derggmn menganti suatu
kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dengarkgtaan lain, prinsip ganti
kerugian tidak berlaku untuk asuransi jumlah. Rpirleepentingan yang dapat
diasuransikan, yang telah diuraikan didepan, mewgiukaitan erat dengan
prinsip ganti kerugian. Hal itu disebabkan, apabdeseorang yang tidak
mempunyai kepentingan, diperkenankan menutup peEmarasuransi, orang
tersebut tidak akan menderita kerugian dengan adaeyistiwa tersebut yang
menimpa obyek yang diasuransikan. Seandainya oramg dimaksud kemudian
mendapat pembayaran dari penanggung, berarti mahdapumlah uang tanpa
alasan atau dasar yang benar. Oleh sebab itu, dikpgdakan, prinsip kepentingan
yang diasuransikan diadakan untuk mempertahankarsigprganti kerugian.
Kedua prinsip tersebut mempunyai tujuan yang sayadyu untuk mencegah
asuransi menjadi permainan dan perjudian. Tepat pahg disebutkan Emmy
Pangaribuan Simajuntak bahwa sebagai dasar dimasua&as dalam hukum
perdata, yaitu larangan memperkaya diri secara vmagla hukum atau
memperkaya diri tanpa halkr{rechtmatige verrijking Demikian pula menurut
Mollegraf dan Dorhout Mees, yang dikutip oleh Guarperjanjian asuransi
berbeda dengan permainan dan perjudian, karenamssurermaksud memberi
suatu indemnitas, yakni mengganti kerugian yangrda sedangkan permainan

dan perjudian tidak mengganti kerugian apafun.

% Ibid.
40bid, hal 72.
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Di dalam KUHD, terdapat beberapa ketentuan yangcereninkan
dipertahankan prinsip ganti kerugian diantaranysaPa52, 253 dan pasal 278
KUHD. Disebutkan dalam Pasal 252 KUHb:

“Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentundang-
undang, maka tidak bolehlah diadakan suatu asukadsia, untuk jangka
waktu yang sudah diasuransikan untuk harganya petarhdemikian itu
atas ancaman batalnya asuransi kedua tersebut.”

Oleh ketentuan tersebut diatas, dilarang adanyeamsiuberganda atau
rangkap @obbleverzekeringyang akan mengakibatkan seseorang mendapat ganti
kerugian yang lebih dari kerugian yang dideritariyalam kalimat pertama Pasal
252 KUHD disebutkan “kecuali dalam hal-hal yangethstkan dalam ketentuan
undang-undang”. Dari kalimat tersebut, dapat disikgmn ada asuransi berganda
yang diperkenankan oleh undang-undang. Adapun@&wang dimaksud adalah
yang diatur dalam Pasal 277 KUHD.

“Apabila berbagai asuransi, dengan itikad baik htethadakan
mengenai satu-satunya barang, sedangkan dalammsisyeang pertama,
harga sepenuhnya telah diasuransikan, maka hamyanas pertama itu
sajalah yang mengikat, sedangkan para penanggung parikutnya
dibebaskan. Apabila dalam asuransi yang pertamadiit diasuransikan
harga sepenuhnya, maka para penanggung yang logakbertanggung
jawab untuk harga selebihnya, menurut tertib walktutupnya asuransi-
asuransi yang berikut itu.”

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 277 KUHD mengaturaasii berganda
juga seperti halnya Pasal 252 KUHD, tetapi asurdimsaksud dalam Pasal 277
KUHD dilakukan dengan itikad baik. Oleh sebab meskipun tidak dinyatakan
dengan tegas, dapat diartikan bahwa asuransi laggang diatur dalam Pasal

252 dilakukan dengan itikad burikHal itu didasarkan kepada pemikiran bahwa

“bid.
2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagargg 277.

43 Man Suparman Sastrawidjaj.cit.,hal 72.
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untuk asuransi berganda yang dilakukan denganditileak sudah diatur dalam
Pasal 277 KUHD!

Suatu hal yang patut dicatat adalah pendapat mangenerapan asas
ganti kerugian dalam praktik perasuransian. Dilkataloleh Gunanto bahwa
dalam pelbagai bentuk asuransi kerugian, asas mtkesrtidak diterapkan secara

ketat, yaitu®®

1) Dalam hal jumlah pertanggungan atau jumlah yangudénsikan di
bawah nilai barang yang sebenarnya yang menjadiekoldyahaya
(onderverzekering  tertanggung harus menanggung sendiri
kekurangannya, baik jika terjadi kemusnahan sehlyah maupun
kerusakan sebagian, kecuali dalam asuransi kerymgaiama. Sebagai

contoh dari yang disebut terakhir ini adalah assirpancurian.

2) Penanggung hanya wajib mengganti kerugian mateigak termasuk

nilai sentimental barangnya.

3) Nilai rill barang merupakan pengertian yang pemafsinya dapat
beraneka macam. Nilai tersebut dapat merupakan pdsar, jumlah
biaya pemulihan atau pembangunan kembali.

4) Apabila dalam polis ditentukan nilai tetap, makabgelaan harga taksiran
sebagai nilai tetap dengan nilai riilinya tidak dhggikan, asal tidak

mencolok.

Mengenai hal ini terdapat kaitan dengan Pasal 2n42d@5 KUHD tentang
polis taksir atau polis tertutup, yaitu suatu poleng sudah menetapkan harga

barang yang diasuransikah.

4 bid, hal 73.
4 bid.
4®bid, hal 74.
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2.3.2 Prinsip Kepentingan

Kepentingan yang dapat diasuransikan merupakan atsama kedua
dalam perjanjian asuransi/pertanggungan. Setiapakpityang bermaksud
mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyaenkegan yang dapat
diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertamggghempunyai keterlibatan
sedemikian rupa dengan akibat dari suatu perisyiavey belum pasti terjadinya

dan yang bersangkutan menjadi menderita kerugian.

Mengenai kepentingan KUHD mengaturnya dalam dusalpgaitu pasal
250 dan pasal 268:

Pasal 250 KUHI

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu mgytangan
untuk diri sendiri, atau apabila seorang, yang kmya telah diadakan
suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pentayeyg itu tidak
mempunyai suatu kepentingan terhadap barang ygpeytainggungkan
itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan menkagriganti rugi.”

Pasal 268 KUH

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kegantigang
dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sedf#naya, dan tidak
dikecualikan oleh undang-undang.”

Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat
diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingarg yzersifat kebendaan atau
kepentingan yang bersifat hak; sepanjang memenyarats yang diminta oleh
Pasal 268 tersebut diatas, yaitu bahwa kepentiitgatapat dinilai dengan uang,
dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan olelanmg-undang®

47 Sri Rejeki Hartonoop.cit., hal 100.
“8 Kitab Undang-Undang Hukum Dagarus 250.
49 Kitab Undang-Undang Hukum dagamus 268.

*° Sri Rejeki Hartonogp.cit.,hal 101.

Universitas Indonesia

Analisis hukum ..., Nanda Febriani, FH Ul, 2012



29

Prinsip kepentingan menegaskan bahwa orang yangutope asuransi
harus mempunyai kepentinganintéres) atas harta benda yang dapat
diasuransikaniisurablg. Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan bukanla
harta benda itu, tetapi kepentingan tertanggurgtzada itd?

2.3.3 Prinsip Kgjujuran yang Sempurna (utmost good faith)

Untuk istilah kejujuran yang sempurna dalam pgganasuransi, lazim
juga dipakai istilah-istilah lain yaitu itikad bajkang sebaik-baiknyagrinciple of
utmost good faitlatauuberrimae fidei Itikad baik merupakan satu dasar utama
dan kepercayaan yang melandasi setiap perjanjiamuleum pada dasarnya juga
tidak melindungi pihak yang beritikad buruk. Meskipsecara umum itikad baik
sudah diatur sebagaimana ketentuan-ketentuan dél#tPerdata khusus untuk
perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanas iikead baik sebagaimana
diminta oleh Pasal 251 KUH Dagarfg.

Pasal 251 KUH Dagany

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benaumin setiap
tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tsitanggung,
betapapun itikad baik ada padanya, yang demikifatnga sehingga
seandainya si penanggung telah mengetahui keada@yn sebenarnya,
perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak dijutdengan syarat-syarat
yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.”

Asas yang terkandung di dalam Pasal 251 KUH Dagargebut pada
dasarnya merupakan as#serrima fidesatauuberrimae fideiyang dalam bahasa
Inggris dipergunakan istilaltle principle of utmost goog faithAsas itikad baik
yang sempurna ini adalah merupakar specialisdari itikad baik berdasarkan
ketentuan hukum Perdata.

*1 Radiks Purba (A)pp.cit., hal 44.
*2 Sri Rejeki Hartonogp.cit., hal 103.
3 Kitab Undang-Undang Hukum dagams 251.

* Sri Rejeki Hartonogp.cit., hal 103.
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Demikianlah kepercayaan dan itikad baik memegaegaman penting
dalam bisnis asuransi. Kepercayaan dan itikad baikis saling mengimbangi,
bukan hanya dalam penutupan asuransi, tetapi gigana polis berlaku maupun

dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi (klaim).

2.4 Macam Penutupan Pertanggungan

Dalam penutupan asuransi atas barang (interest)3 adacam harga yang
dapat digunakan sebagai harga pertanggungan bgearp diasuransikan yaitu

insured value, real valuatauagreed valug’

Insured valuébarang yang dikirim dari satu tempat ke tempat, ldapat
ditetapkan sebesaiarga barangitu di tempat pengiriman dan ketika pengiriman.
Kepada harga ditempat pengiriman itu dapat ditakdralbiaya memuat ke dalam
alat pengangkut dan premi asuransi. Seterusnyat dé@anbah dengan biaya
pengangkutan, pajak/bea dan biaya lain-lain, yaagbwdibayar supaya barang
itu bisa dikirim dan tiba ditempat tujuan, asalkantang hal itu dicantumkan di

dalam surat perjanjian asuransi (pasal 612 dark&3D).>°

Selanjutnya laba yang diharapkan dapat ditambaldeardalam harga
barang, tetapi laba yang diharapkan harulslah yang wajaryang akan diperoleh
dari transaksi perdagangan yang baik. Jumlah seyaudisebutinsured value
yaitu harga yang ditentukan menurut kepentingarakpitertanggunglnsured
value itulah yang digunakan sebagai harga pertanggungam ahri harga
pertanggungan itulah dihitung besarnya premi yarmyus dibayar oleh
tertanggung kepada penanggung ketika asuransipitit

Bila di kemudian hari barang yang diasuransikan gakmi kerugian
disebabkan oleh bahaya yang dijamin, maka gantiseguai dengan harga yang
sebenarnyaré¢al valug dari barang yang mengalami kerugian dengan kegent

% Radiks Purba (A)p.cit.,hal 41.
*%|bid, hal 41.
> bid.
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ganti rugi maksimal sebesarsured value Yang dimaksud dengareal value
adalah harga faktur penjualan atau harga (harga)paarang itu di tempat tujuan.
Bila tidak ada harga faktur penjualan atau bilatsdiperoleh harga pasar di
tempat tujuan, makeeal valueditetapkan oleh para ahli taksir hargapertis¢.>®

Bila harga pertanggungan ditentukan berdasarkgneéd valug antara
penanggung dan tertanggung, maka besarnya prenpumayanti rugi didasarkan
kepadaagreed valuetanpa mengindahkareal value maupuninsured value
barang itu. Untuk harga pertanggungan kapal lantbdaang yang diangkut oleh
kapal laut, umumnya digunakagreed valug?

Bila digunakaninsured valug maka terdapat kemungkinamsured value
lebih kecil daripadaeal value maka terdapat kemungkinamsured valudebih
kecil darireal valuedisebutunder-insurecatauinsured valudebih besar darnieal

value disebutver-insured’

(1) Insured valueRp. 5.000.000,00 dareal value Rp. 5.000.000,00. Bila
barang rusak sedemikian rupa sehingga tidak beaaafdgi (otal los9,
maka ganti rugi Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan gkeru yang

sebenarnya.

Bila harga sebenarnya yang rusaparfial losg, misalnya Rp.
2.000.000,00 maka ganti rugi Rp. 2.000.000,00 sedeiagan kerugian

yang sebenarnya.

Bila barang yang rusak itu masih dapat dijual denderga Rp.
500.000,00 maka ganti rugi sesuai dengan kerugibamarnya, yaitu Rp.
1.500.000,00 (selisipartial lossdengan harga jualnya).

(2) Insured valueRp. 5.000.000,00 dareal valueRp. 6.000.000,00 (under-
insured). Dalam hal ini, ganti rugi dihitung berddsnsyarat pro rata
yaitu 5/6 dari kerugian. Bila dialantbtal loss ganti rugi 5/6 x Rp

%8 |bid, hal 42.
%9 Ibid.
% |pid, hal 42-43.
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6.000.000,00 = Rp. 5.000.000,00 sesuai derigaared value Berarti,

ganti rugi maksimal sebesar harga pertanggungan.

Selisih antaransured valuedenganreal valuesebesar Rp. 1.000.000,00
dianggap tidak diasuransikan atau dianggap ditamggsendiri oleh
tertanggung. Bila dialampartial loss sebesar Rp. 2.400.000,00 maka
besarnya ganti rugi 5/6 x Rp. 2.400.000,00 = RPOR000,00. Sisa
kerugian yang Rp. 400.000,00 ditanggung sendih tdetanggung.

Bila partial lossitu laku dijual seharga Rp. 600.000,00 maka besarny
ganti rugi 5/6 x Rp. 1.800.000,00 = Rp. 1.500.000,

(3) Insured valueRp. 5.000.000,00 dareal value Rp 4.000.000,00 (over-
insured). Bila dialamiotal loss ganti rugi Rp. 4.000.000,00 sesuai dengan
kerugian yang diderita, yaitu maksimal sebesardnbegangreal valug.

Bila dialami partial loss sebesar Rp. 1.000.000,00 maka besarnya ganti
rugi Rp. 1.000.000,00 sesuai dengan kerugian vyaiugrith oleh
tertanggung. Bila yangartial lossitu laku dijual Rp. 300.000,00 maka
besarnya ganti rugi Rp. 700.000,00 sesuai dengargie® yang diderita
oleh tertanggung.

Salah satu prinsip dalam asuransi kerugian adalbtw tertanggung tidak
diperkenankan mencari keuntungan spekulasi daraasu ltulah sebabnya ganti
rugi hanya sebesar kerugian yang diderita olehartggung, bila ganti rugi
melebihi kerugian yang diderita, berarti tertanggumendapat keuntungan.
Menutup asuransi dengan harga pertanggungan ledshridari harga barang
(over-insuregl merupakan spekulasi mencari untung yang dila@al undang-
undang™

®1 Kitab Undang-Undang Hukum dagamss 253.
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2.5 Penutupan Asuransi

Dalam hal penutupan asuransi dilakukan mel#idker, maka secara
yuridis, penanggung hanya berurusan dergakerhingga ia memperoleh premi.
Tetapi bila ada tuntutan ganti rugi (klaim), pengumgg berurusan langsung
dengan tertanggung. Pada praktiknppeoker juga mengurus klaim atas nama
tertanggung? Dalam hal penutupan asuransi dilakukan melaluhageyas agen
hanya sebagai perantara untuk mencari dan mempegpokepos pertanggungan

atas nama penanggung yang menunjuknya (digemdipal).®®

Terkait prosedur dalam penutupan asuransi. Apaletutppan asuransi
dilakukan langsung kepada penanggung ataukah méladker atau agen, yang
pertama dilakukan oleh tertanggung adalah mengajyeamintaan penutupan
asuransi dengan mengisi formulir yang tersétidalam hal tertanggung
menyerahkan formulir tersebut kepada agen, makan atigak memiliki
kewenangan untuk menyetujui permintaan penutupaseliat. Agen hanya
berperan untuk meneruskan formulir tersebut kepael@anggung. Kemudian,

penanggunglah yang berhak menyetujui atau tidageyaintaan penutupdn.

Berdasarkan permintaan penutupan itu dan terdapangtu waktu yang
dibutuhkan untuk terbutnya polis, maka penanggungngeluarkan nota
penutupan sementalgrovisional cover note, lazim disebut cover red), yang
isinya hanya mencakup pokok-pokok perjanjian. Dand&eluarkannya nota
penutupan, maka secara yuridis perjanjian asutala sah walau isinya hanya

mencakup pokok-pokok perjanjian saja dan walaurbelikeluarkan poli§®

Namun, mengingat nota penutupan berlaku sah sepaganjian asuransi

sedangkan isinya hanya pokok-pokok perjanjian sapmka sangat perlu

%2 Radiks Purba (A)pp.cit.,hal 84
%3 Ibid, hal 85.
®bid, hal 87.

® Hardy Ivamy,General Prinsiples of Insurance Laiondon: Butterworth & Co.,
1975), hal 90.

% Radiks PurbgA), op.cit.,hal 88.
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dikeluarkan polis segera mungkin, yang memuat $¥@@at perjanjian secara
terperinci sehingga hak-hak dan tanggung jawab ngasiasing pihak diketahui
dengan pasti. Sebenarnya nota penutupan bukan&h keharusan. Bila polis
dapat terus dikeluarkan oleh penanggung ketikaartiggung mengajukan

permintaan penutupan asuransi, maka nota penutisiznperlu dibuat’’

%7 | bid.
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BAB 3

ASURANSI MUATAN KAPAL ( MARINE CARGO INSURANCE)

Asuransi laut pada dasarnya dibagi dalam tiga mg@n. Adapun tiga
golongan tersebut terdiri atas asuransi barang giamgkut melalui lautnfarine
cargo), kemudian asuransi kapahdrine hull), dan yang terakhir adalah asuransi

bersama tanggung gugat pemilik kagakad | - Protection and Indemnity).

Keberadaan asuransi muatan kapal laotaripe cargo insurance)
melindungi pemilik barang terhadap kemungkinan pahatau risiko yang
menimpa muatan kapal. Yang ditanggung adalah bdrvarapg ¢oods) dan
barang-barang dagangame({chandise), yang diangkut dari/ke luar negeri
(pengangkutan samudra) atau diangkut antar pelabulia dalam negeri
(pengangkutan interinsulaér).

Lamanya pertanggungan biasanya berlangsung asasddai gudang ke
gudang, tetapi dapat dipersempit menjadk and from sehinggan premi
asuransinya lebih rendah. Selama barang-barandadedam gudang pelabuhan,
ditutup asuransinya dengan menggunakan polis pedebwatau polis veem
terhadap risiko kehilangan, kerusakan dan kebakafenurut KUHD Indonesia,
lamanya pertanggungan di pelabuhan pembongkardaldm negeri Indonesia,
diperpanjang 15 hari untuk pengangkutan intersuldan 21 hari untuk
pengangkutan samudralbarang impor) atau hingga barang-barang selesai
dibongkar dari kapal bila pembongkaran selesahlebpat dari 15 hari (21 hari).
Namun dapat diperpanjang melebihi 15 hari (21 remdlkan untuk perpanjangan

itu dibayar tambahan premi. Kondisi pertanggungalard asuransi pengangkutan

! Gunanto, Perlindungan Penanggung Versus Perlindungan Tertanggung dan
Ketidakstabilan Hukum Asuransi Laut (Marine Insurance) di Negara Kita Dewasa Ini, (Jakarta:
PT Pertija 1998), hal 55.

2 Radiks Purba (A)p.cit., hal 143.

% |bid.
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laut dipisah ke dalam kondisi pertanggungan kapal kiondisi pertanggungan
muatan kapaf:

3.1 Sejarah Asuransi Angkutan Laut

Hukum yang kita pakai dalam perdagangan atau bidmesasal dari
Belanda, antara lain berhubung negara yang mentmeniuan teknik dan
keuangan untuk pembaharuan hukum kita, ini seselagah perjalanan sejarah
negara kita. Hukum asuransi merupakan bagian déairh dagang.Mengingat
mengenai asuransi, hukum positif kita memberlakulesyemahan daretboek
van Koophandel Belanda (sebelum ada perubahan di Belanda iturgeselama
tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan GBHN, madmatipy bagi kita
mengetahui sejarah atas perkembangan asuransiadidde karena pada dasarnya

hukum positif kita memiliki keterkaitan yang efat.

Hukum asuransi angkutan laut Belanda berasal dalifikasi hukum laut
dan pertanggungan laut PeranciSrdonance de la Marine” yang kemudian
merupakan dasar untuk menyusu@ole de Commerce” Perancis. Hukum
Asuransi Belanda yang berasal dafotle de Commerce” tersebut hanya
mengatur asuransi laut. Setelah tahun 1838 Belamelayusun Kitab Undang-
undang Hukum Dagang yang mengatur pula beberaps gsuransi lainnya.
Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini diberlakukamtshnya di Indonesia.

Kira-kira pada waktu yang sama seluruh benua Eteladn selesai pula
mengkodifikasikan hukum asuransi mereka, terkecdialinggris. Baru dalam
tahun 1894 Menteri Keuangan Inggris waktu itu Lbkerschell, memajukan satu

Rencana Undang-Undang Pertanggungan Laut ke Parldbaam tahun 1906

*1bid hal 144.

® Gunantopp, cit., hal 9.

®Ibid, hal 26.

" Tim Pembinaan Hukum Nasion&askah akademis peraturaan perundang-undangan

tentang asurans angkutan darat dan laut, (Jakarta: Badan pembinaaan hukum nasional
departemen kehakiman, 1985), hal 14.
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Rencana Undang-undang tersebut menjadi Undang-gngang dikenal sebagai

“Marine Insurance Act” (1906) yang diberlakukan pada tanggal 1 Janug0ir)®

Marine Insurance Act dianggap sebagai Undang-undang asuransi yang
paling baik dan jelas pada zamanny®larine Insurance Act (1906)
diamandemeen dengan Act 1909, yang disebut jugmmbling Policies Act”
1909; Undang-undang ini melarang pertaruhan atajughen atas kerugian
karena berbagai bahaya laut dan merupakan penegasaind MIA 1906.

Telah sejak lama London, ibu kota Inggris, merupagiasat perdagangan
dan pelayaran dunia dan Lloyd’s adalah pusat pegasian dunia. Hal demikian
lalah antara lain sebagai akibat keadaan bahwaithggempunyai daerah jajahan
diseluruh dunia yang demikian luasnya, sehinggatdikan bahwa diwilayah
Kerajaan Inggris matahari tidak pernah terbenanfiay@ean dan perdagangan
antara Inggris dan daerah jajahannya inilah yangoat London berkembang
menjadi pusat perekonomian dunia waktu itu. Tidangherankan lagi bahwa
Marine Insurance Act (1906) menjadi pegangan dalam asuransi angkutsra$an
darat diseluruh dunia dan London berkembang menpadiat perasuransian

dunia®®

Indonesia pun sampai saat ini pada umumnya menkingda Marine
Insurance Act (1906) tersebut, khususnya dalam kegiatan-kegiasanansi yang
langsung berhubungan dengan pelayaran dan perdggarternasional kita dan
dalam kegiatan asuransi ulangame-ifsurance) yang diadakan di Luar Negeri.
Keadaan di Indonesia sekarang ialah bahwa walaljtantelah mempunyai
seperangkat hukum asuransi angkutan laut dan agkdéarat, tetapi yang
dipraktekkan untuk angkutan lain dan angkutan dgeatg berkaitan dengan
pelayaran atau perdagangan internasional idahine Insurance Act (1906).

Untuk angkutan laut dan angkutan darat yang tidakaitan dengan pelayaran

8 |bid.
° Ibid, hal 15.
10 bid.
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atau perdagangan internasional maka hukum asusampsrti terdapat dalam
KUHD lah yang diterapkatr.

Polis yang tertua dalam asuransi pengangkutanyaoty mulai digunakan
tahun 1779 adalals.G Policy dari Lloyd's. Apa yang dimaksud dengan S.G
dalam polis itu, ada yang mengartikannya sebSgame Grande (sum insured),
Ship Goods, Serling Gold, Security Guaranted. *2

S.G Policy mencakup asuransi barang dan kapal (satu polenugdian
sejalan dengan perkembangan perdagangan didurka, daeagan maksud supaya
lebih praktis, polis yang diturunkan d&iG Policy dibagi kedalam polis untuk
barang fnarine cargo policy) dan polis untuk kapahfarine hull policy). Banyak
negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang mamggn turunars.G Policy
dalam asuransi pengangkutan laut. Penggunaan tu@aPolicy menyebabkan
perjanjian asuransi mengikatkan diri kepada hukwangyberlaku di Inggris,
karena di dalam pasal 19 ditetapk@hts insurance is subject to English law and
practice.”®

Berarti, bila terjadi perselisihan antara penanggdan tertanggung yang
tidak berhasil diselesaikan secara kompromi ataoga® bantuan arbitrasi
sehingga terpaksa diselesaikan melalui pengadii@ka hukum yang digunakan
oleh hakim adalah hukum dan kelaziman yang bertdikinggris. Tetapi pada
akhir tahun 1981, diadakan revisi ag&S Policy. Salah satu yang direvisi adalah
pasal 19 sehingga untuk polisarine cargo yang digunakan di Indonesia
berbunyi: This insurance is subject to English law and practice as far as not in

contracdiction with Indonesian coercive law.'*

" Ibid.
12 Radiks Purba (A)p.cit., hal 60.
I bid.
4 bid.
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3.2Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (Prosedur PengajuaKlaim)

Klaim merupakan suatu peristiwva penuntutan gargi dari seseorang
tertanggung kepada penanggung berdasarkan pemjaagaransi yang telah
mereka setujui bersama. Dari peristiwa ini akaraki@r pada suatu penyelesaian

klaim: *
1. Pembayaran ganti rugi.

2. Penolakan ganti rugi (karena kejadian diluar masdakunya polis,
kejadian kerugian bukan disebabkan oleh bahaya s&hab yang
dipertanggungkan, tidak memenuhi persyaratan dalpotis atau
melanggar warranty tertentu, besarnya kerugiarelbetstidak mencapai

franchise ataudeductible).

Pada dasarnya meskipun tertanggung mengalami detigian yang
memang telah diatur sesuai dengan ketentuan dadéig) kedepannya akan ada
suatu keterikatan untuk persyaratan klaim yang shéettanggung lakukan agar
mendapati suatu besaran klaim yang benar. Adaplah satu keterikatan atas
persyaratan tersebut yakni tertanggung harus mdékabekesempatan kepada
penanggung untuk melakukan investigasi terhadagraexlaim yang diajukatf.

Dalam hal pengiriman formulir bukti kerugian olebrpsahaan asuransi
kepadaclaimant (yang mengajukan klaim), belum berarti bahwa pggang
telah mengakui kewajibannyaligbility). Ini- hanya berarti bahwa dalam
penyelidikan fakta-fakta yang diserahkan oleh teggaing dalam pemberitahuan
kerugian tidak dijumpai sesuatu faktor yang jeklag mendiskualifikasi klaim
itu. Untuk dapat menentukan kewajibannya kepeédanant, perlu penyelidikan
yang lebih lengkap’ Penyelidikan klaim ini meliputi®

> Arie Setiawan, Slide pelatihan Prosedur Impiiarine Cargo Insurance, Jakarta:
Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia, 12 12

!¢ Ray Hodgin/nsurance law: Text and Materials, (London: Cavendish, 1998), hal 526.

" A. Hasyim Ali, op.cit, hal 269.

18 | bid.
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1. Memastikan bahwa memang ada suatu kerugian.

2. Menentukan apakah tindakan-tindakan tertanggung batatkan

klaimnnya.
3. Menentukan jumlah kerugian.

Sesuai dengan Prinsip kepentingan menegaskan bamarg yang
menutup asuransi harus mempunyai kepentingaer¢st) atas harta benda yang
dapat diasuransikaningurable). Jadi, pada hakekatnya yang diasuransikan
bukanlah harta benda itu melainkan kepentingarariggung atas benda itu.
Selain itu agar kepentingan itu dapat diasuransikaisurable interest),
kepentingan itu harus legal dan paiegd and equitable).’® Contoh yang paling
sederhana dari seseorang yang memih&irable interest yaitu seseorang yang
memang berkedudukan sebagai pemilik property sepepal dan muatan.
Kelompok lainnya yang memilikinsurable interest seperti pengadai, penerima
gadai, awak kapal, dan agen pengandki@alam hal tersebut, dilihat kembali

yakni jika memang ada kepentingannya atas obyelaasitersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam mengajukartypanuklaim, pihak
tertanggung melakukan beberapa prosedur untuk rmgnganti rugi atas
kerugian/ kerusakan dari pihak tertanggung. Adapwgkanisme atau prosedur
pengajuan klaim secara singkat adalah sebagaitibétik

1. Tertanggung wajib memberitahukan peristiwa yang yebabkan
kerugian kepada penanggung melalui surat tertalisatau telepon untuk

konfirmasi awal.

2. Membuat notice of claim kepada pihak pengangkutafrier), port

authorities ataubailees.

' Radiks Purba (BYp.cit., hal 44.

% peter Koh Soon Kwangylarine insurance and The New Institute Cargo Clauses,
(Singapore: Longman, 1989), hal 52.

2L Arie Setiawangp.cit,.
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3. Tertanggung wajib menyerahkan dokumen-dokumen pgemdpclaim.

4. Pihak Penanggung akan menunjuk indepersdevey atau juga bisgoin

survey atas claim barang.

5. Pihak penanggung akan menentukan apakah klainmbtgrgéerima atau

ditolak berdasarkan hasilirvey.

6. Jika diterima, penanggung akan membayar sejumlkt claim sesuai

dengan besaran claim.

7. Jika ditolak, penanggung akan memberitahukan tgglamgy atas
ditolaknya klaim.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pas@engajuan
klaim tersebut dalam hal ini klaim atas barang kipartial loss. Data-data yang
biasanya diperlukan untuk proses sebuah klaim bats@isesuaikan keperluan

secaracase by case) adalahf?
* Polis asli dan surat subrogasi

e Surat muatan yang dikeluarkan oleh pengangkut sebagkti bahwa

barang yang bersangkutan benar-benar diangkutkgatetujuan.

» Faktur penjualancommercial invoice), daftar pengemasamacking list)
dan daftar perincian beratvéight list), yang menunjukan harga barang,
cara pengemasan apakah memenuhi syarat pengemasanrum
kelaziman atau tidak, dan kuantitas (berat danddamya koli) barang.

» Bila kerusakan terjadi dalam perjalanan (pelayardigerlukan laporan
kerusakan barangcdrgo damage report) dan pernyataan kekurangan
barang gtatement of short delivery) yang dibuat oleh pengangkut.

2 Radiks Purba (A)p.cit., hal 136-137.
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» Laporan survey yang dibuat oléhdependent surveyor, yang melakukan
survey atas kerusakan barang. Pelaksanaan survag Hénadiri oleh

tertanggung, penanggung, dan pengangkut atau wakiftrasing-masing.

* Perincian dari barang-barang yang rusak dan pedaitu besarnya

kerugian, yang dibuat oleh tertanggung.
e Surat penolakan dari pengangkut
* Bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mempexkilaim.

Selanjutnya perlu diketahui pada dasarnya pembaykl@am itu ada
beberapa macam. Pertanpmmbayaran klaim murni, yakni pembayaran klaim
karena klaim tersebut telah memenuhi persyaratesyaetan yang ditentukan
yang dilampiri dengan dokumen-dokumen yang lengKamudian,pembayaran
klaim exgratia yaitu pembayaran klaim yang atas suatu risiko y@gijagnin dalam
polis sebenarnya kurang memenuhi persyaratan tekmisg diperlukan.
Pembayaran klaim tetap dilakukan mengingat adanyaurigan baik, namun
dalam jumlah yang tidak sepenuhnya. Terakiambayaran klaim kompromis
yakni pembayaran klaim yang besarnya didasarkaradeekesepakatan para
pihak yang bersangkutan karena terdapatnya perbep@aafsiran teknis atas
kerugian yang terjadf

3.3 Jenis Polis Asuransi Muatan Kapal Marine Cargo I nsurance)

Dalam dunia asuransi, biasanya yang dijadikangaetdaukti tertulis dari
perjanjian asuransi yang telah disepakati antdrakppenanggung dengan pihak
tertanggung adalah polis, yang didahului dengaa pehutupancover note).?*

Setiap perusahaan pertanggungan atau perkumpularusghaan

pertanggungan biasanya membuat polisnya secararisserdiri. Polis yang

%3 Agus PrawotoHukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, (Yogyakarta:
BPFE, 1995), hal 136.

24 Radiks Purba (Bpp.cit., hal 39.
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tertua, yang dikeluarkan sejak abad ke-18 (1779laadS.G Policy, yang

merupakan polistandard Lloyds di Inggris,SG Policy banyak dianut dan ditiru
dalam penyusunan polis untuk angkutan laut di reegagara lain, termasuk
Indonesia dengan mengadakan perubahan-perubahamnadisini untuk

disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.

S.G Policy mencakup pertanggungan barang dan kapal (sats).patjar
lebih praktis maka polis yang diturunkan d&ks. Policy dibagi dua, yaitu polis
untuk barangdargo policy) dan polis untuk kapahgll policy). Indonesia juga
mengeluarkan polistandart Indonesian Hull Form untuk pertanggungan kapal
(hull policy) merupakan turunan de®iG. Policy. Karena merupakan turunan dari
S.G. Policy, maka kondisi yang digunakan sebagai syafatige) pertanggungan
yang dilekatkan pada polis pada umumnya adalahatsggarat ¢lauses) yang
dikeluarkan oleh perkumpulan Penanggung Angkutant L{nstitute Marine

Underwriter) di pasaran di Inggri€

Pemakaian polis turunan daBiG. Policy dan penerapan syarat-syarat
(clauses) yang dikeluarkan oleh para penanggung di Londognyebabkan
perjanjian pertanggungan pada umumnya mengikatkakepada hukum yang
berlaku di Inggris. Jadi jika terjadi perselisihaantara penanggung dan
tertanggung, penyelesaiannya didasarkan pada hu#tam kelaziman yang

berlaku di Inggris.

3.3.10pen Cover Policy

Polis terbuka(open cover policy) menanggung barang untuk tiap-tiap
pengapalan selama suatu jangka waktu tertentuafiya¥ selama 12 bulan) atas
dasarlimit per bottom atau a certainlimit per vessel), artinya jumlah harga

pertanggungan dibatasi untuk setiap pengapalan, setap pengapalan

2 |bid, hal 39.
28 |bid, hal 40.
27 | bid.
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diberitahukan (deklarasi) kepada penanggung. Barklas pemberitahuan itu,
dibuat polis perjalanan, maka polis terbuka hanganoat persetujuan pokok saja

sebagai berikut®
(1) Jangka waktu polis berlaku (jam, tanggal, bulanuité.
(2) Harga pertanggungan maksimal untuk setiap pengapala

(3) Kondisi pertanggungan. Jika barang-barang tercin @eberapa jenis,
maka disebutkan kondisi pertanggungan untuk masiaging jenis
barang (jika diperlukan demikian).

(4) Premi (%) untuk masing-masing kondisi pertanggungan

(5) Kapal yang akan digunakan mengangkut barang haklasifikasikan
pada suatu Biro Klasifikasi yang diakui. Nama kapmlak perlu
disebutkan pada polis terbuka karena belum dikef@®alum ditentukan).
Nama kapal akan disebutkan nanti pada polis pegalauntuk setiap
pengapalan. Oleh karena itu, dalam polis terbukgadisyaratkan bahwa
kapal yang kan digunakan harus diklasifikasikan apagliatu Biro

Klasifikasi yang diakui.

Tujuan dan manfaat dari polis terbuka adalah se tegikut>°

(1) Premi (%) tidak berubah selama polis berlaku splaliterjadi perubahan

premi dalam pasaran asuransi.

(2) Tertanggung tetap ditanggung sekalipun pemberitahb@rang-barang
yang dikapalkan terlambat, asalkan diberitahukasegera mungkin
setelah diketahui pengapalan barang-barang. Bahkanongkin
pemberitahuan suatu pengapalan baru dilakukanakeparistiwa terjadi
yang menimpa barang, asalkan yang demikian dilakudkaam batas-

batas yang wajar dan dengan itikad bagiod faith).

28 |bid, hal 45.

2 |bid, hal 46.
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(3) Penanggung memperoleh kepastian bahwa setiap pdagagang akan
datang selama polis berlaku dipertanggungkan kepaga berarti
kepastian akan memperoleh premi (sumber hidupnya).

Ada kemungkinan berlakunya polis berakhir, tetdgapal yang
mengangkut pengapalan terakhir yang telah diberam kepada penanggung
masih berada di lautan atau sedang dalam perjaleeaelabuhan tujuan. Jika
memang demikian, maka berlakunya polis dapat dggamng maksimal 30 hari
dengan membayar imbalan premi. Perjanjian pertamggyu atas dasar polis
terbuka dapat dibatalkan seluruhnya atau hanyagseb&ondisi pertanggungan
yang dibatalkan, dengan pemberitahuan lebih dulpade pihak lain dalam
jangka waktu yang wajar. Jika jangka waktu berlgiupolis telah berakhir, tapi
tertanggung ingin pertanggungan diteruskan karengapalan barang-barangnya
masih berlangsung terus, tertanggung dapat menpolia terbuka yang baru

kepada penanggurig.

3.3.2Floating Palicy

Polis penghapusairirlpating Policy) menanggung kepentingan yang dapat
dipertanggungkanirfsurable interest), yaitu barang untuk suatu jumlah tertentu
yang memerlukan berkali-kali pengapalan. Untukagepengapalan ditentukan
jumlah maksimal harga pertanggungan. Setiap pefaagaarang tertanggung
harus diberitahukan kepada penanggting.

Misalkan jumlah harga pertanggungan 500 juta humlan untuk setiap
pengapalan ditetapkan harga pertanggungan maksetmsar 50 juta rupiah.
Pengapalan pertama (kapal A) berjumlah 40 jutaatugehingga sisa harga 460
juta rupiah. Pengapalan kedua (kapal B) berjumBhuta rupiah sehingga sisa
harga pertanggungan 412 juta rupiah. Demikian ss&tga hingga harga
pertanggungan sebanyak 500 juta rupiah tersebus bédtapalkan. Setelah yang
500 juta rupiah tersebut habis dikapalkan, bemadsa berlakunya polis telah

%0 | bid.
31 |bid, hal 47.
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berakhir. Jika ingin diteruskan, dibuka lagi pgbenghapusan yang baru untuk
suatu jumlah harga pertanggungan tertentu. Karem@nggungan berlangsung
terus (dibuka) tanpa ditentukan batas waktunya dangumlah harga

pertanggungan sebanyak 500 juta rupiah sepertimdalantoh diatas habis
dikapalkan, maka polis penghapus&ioéting Policy) disebut juga polis terbuka

(open policy).*?

Seperti halnya pada polis terbuka dan pada pehglipapusan perlu dibuat
polis perjalanan untuk setiap pengapalan. Poliglp@an yang demikian disebut
juga “polis pengapalan sebagiapaltshipment policy). Oleh karena perlu dibuat
polis perjalanan untuk setiap pengapalan, maka peihnghapusan hanya memuat
persetujuan-persetujuan pokok saja, sama halnygadepolis terbuka. Demikian
juga manfaat dari polis penghapusan sama dengamaatasari polis terbuka.
Seperti halnya dengan polis terbuka, polis pengsepyuga dapat dibatalkan
keseluruhan atau sebagian kondisi yang tercantumdalamnya dengan

pemberitahuan lebih dulu kepada pihak lain dalargka waktu yang wajar

Perbedaan pokok kedua macam polis tersebut adasgenai lamanya
polis berlaku. Pada polis terbuka ditentukan lamdakunya, misalnya selama 1
(satu) tahun tanpa menentukan jumlah keseluruhatanggungan; sedangkan
pada polis penghapusan ditentukan jumlah keselarpeganggungan selesaikan
dikapalkan tanpa mempersoalkan berapa lama wakig terpakai. Pada polis
terbuka diperlukan syarat perpanjangan berlakurgfes fcontinuation clause),
sedangkan pada polis penghapusan tidak diperlukaratstersebut. Mengenai
pembayaran premi untuk polis terbuka dan polis papgsan dapat dilakukan

sebagai berikut?

(1) Dibayar lebih dulu sejumlah uang, kemudian dikuradgngan premi

untuk setiap pengapalan. Jika telah habis, dib#gir sejumlah uang.

32 | bid.
3 |bid, hal 48.
3 | bid.
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Setelah semua pengapalan selesai dan ternyata adesibisanya, maka

sisa ini akan dikembalikan oleh penanggung kepadariggung.

(2) Premi dihitung untuk setiap pengapalan dan dibagada waktu

pemberitahuan disampaikan atau pada waktu poljalgean dikeluarkan.

3.4 Kondisi Standar Pertanggungan Asuransi Muatan Kapal (Marine

Cargo I nsurance)

Kondisi standar pertanggungan muatan kapal (bargagg digunakan
secara luas oleh para penanggung di seluruh ddalarakondisi standar Lloyd’s,
yang diberi judullnstitute Cargo Clauses (ICC), terdiri dari Kondis A (full
cover), Kondisi B (restricted full cover), danKondisi C (standing cover). Kondisi
standar yang terakhir dikeluarkan oleh Llyod’s yangsih berlaku hingga kini
adalah yang dikeluarkan dengan kode 1/1/82 (tanfyg#nuari 1982). Berikut
disajikan kondisi standard Llyod’s untuk asuransngangkutan barang, yang
dikutip dari teks bahasa Inggris. Kondisi-kondising disajikan di sini hanya
yang diperlukan sebagai bahan pelajéran.

Risiko-risiko yang Ditanggung

Full cover (ICC A.1/1/82) menjamin (kecuali risiko-risiko yagn
dikecualikan yang disebut dibawaff):

(1) Semua kerugian atau kerusakan atas barang yangggitag, yang

disebabkan oleh bahaya yang ditanggung dari luar

(2) Pembiayaangeneral average dan salvage, yang ditentukan menurut

kontrak pengangkutan dan/atau peraturan pemeratéahkelaziman;

(3) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menuruintriak
pengangkutan, tertanggung bertanggung jawab atagike pihak ketiga.

% |bid, hal 123.

% |bid, hal 123-124.
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Restricted Full Cover (ICC.B.1/1/82) menjamin (kecuali risiko-risiko yang

dikecualikan yang disebutkan di bawah):

(1) Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggamg disebabkan

oleh:

a.

b.

e.

f.

Kebakaran atau peledakan pada kapal,

Kapal atau perahu (yang mengangkut barang yanggtjtang)

terdampar, terkandas, tenggelam, atau dirampas;

Runtuhnya atau hancurnya tempat penyimpanan barang;

. Tabrakan atau kontak dengan kapal atau perahunh@nabrak dan

atau dermaga pelabuhan atau menabrak benda yapuner di

laut;
Pembongkaran barang di pelabuhan darurat (pengumgs

Gempa bumi, erupsi gunung berapi, atau halilintar.

(2) Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggang disebabkan

oleh:

a.

d.

Pengorbanan kerugian laut umuger(eral average);

Pembuangan barang dari kapal ke laut dalam upaya
menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingaalagichya
(jettison);

Mencuci geladak kapal (air masuk ke dalam palkgptgnbarang

disimpan ketika geladak kapal dicuci);

Kapal memasuki danau atau sungai.

(3) Total loss setiap koli ketika pemuatan atau pembongkaran aerdplatau

terlepas dari kapal atau dari perahu;

37 |bid, hal 124.
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(4) Pembiayaargeneral average dan pertolongansélvage), yang ditentukan
menurut kontrak pengangkutan dan/atau peraturanempetiah atau

kelaziman;

(5) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menuruintriak
pengangkutan, tertanggung bertanggung jawab atagike pihak ketiga.

Sranding cover (ICC.C.1/1/82) menjamin (kecuali risiko-risiko yang

dikecualikan yang disebutkan dibawah):

(1) Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggamg disebabkan

oleh:
a. Kebakaran atau peledakan pada kapal;

b. Kapal atau perahu (yang mengangkut barang yanggijtang)

terdampar, terkandas, tenggelam, atau dirampas;
c. Runtuhnya atau hancurnya tempat penyimpanan barang;

d. Tabrakan atau kontak dengan kapal atau perahu rfaemabrak
dam atau dermaga atau menabrak benda terapung;di la

e. Pembongkaran barang di pelabuhan darurat (pengumgsi

(2) Kerugian atau kerusakan atas barang yang ditanggamg disebabkan

oleh:
a. Pengorbanageneral average (kerugian laut umum)

b. Jettison (Pembuangan barang dari kapal ke lautndalpaya
menyelamatkan kapal beserta seluruh kepentingaataaichya);

(3) Pembiayaan generadverage dan salvage, yang ditentukan menurut

kontrak pengangkutan atau peraturan pemerintahkatamiman;

(4) Tanggung jawab terhadap pihak ketiga bila menuruintriak
pengangkutan, tertanggung bertanggung jawab atagike pihak ketiga.
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Ketika menutup asuransi pengangkutan barangngggtang memilih salah
satu kondisi tersebut diatas, apakaH cover atau restricted full cover atau
stranding cover. Premi untuk kondisiull cover yang lebih tinggi, dan yang paling
rendah adalah premi untuk kondssianding cover.

Kondisi-kondisi berikutnya berlaku untdid| cover, restricted full cover,

danstranding cover.
Risiko-risiko yang Dikecualikan

(2)Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakamauabiaya atas barang
yang ditanggung yang disebabkan ofeh:

a. Kerugian atau kerusakan atau biaya yang diakibatkéah

kesalahan yang disengaja oleh tertanggmid ful-misconduct);

b. Kebocoran yang wajar, berkurangnya berat athume yang wajar

dari obyek yang diasuransikan;

c. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan tidakadainya
atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapank opgeg
diasuransikan (“pembungkus” dianggap penyusunanandal

container ataubox)

Pengemasan barang tidak baik atau bahan pengeta&isctbcok
untuk barang yang bersangkutan sekalipun barangadimalam

container danliftvan;

d. Kerugian kerusakan atau biaya yang disebabkan kdehisakan
sendiri atau sifat alamiah dari obyek yang diassikan

(inherent vice);

e. Kelambatan delay) pengiriman barang sekalipun kelambatan
disebabkan oleh bahaya yang dijamin (kecgafieral average

% Tim Ad Hoc Penerjemah Polis Non Standar AAdhli asuransi.com, diunduh 21
September 2011
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dan salvage), kecuali kelambatan itu tidak diketahui (di luar

pengawasan) tertanggung;

f. Tidak tersedia uang atau kesalahan pengelolaannganaoleh
kapal, pengangkut (pencharter) atau operator unteknbiayai

kapal.

g. Dengan sengaja orang-orang jahat merusak barangy yan
ditanggung (pengecualian ini tidak berlaku untukndkiei full

cover);

h. Bahaya nuklir, yaitu setiap senjata perang yang menggunakan fisi
dan/atau fusi atom atau nuklir atau yang lain depeaksi atau

kekuatan radioaktif atau unsur radioaktif;

(2)Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian, kerusgkatau biaya atas

barang yang ditanggung karena;
a. Kapal atau perahu (yang mengangkut barang) tidiakdat;

b. Container atauliftvan dari kapal atau perahu tidak cocok untuk

pengangkutan barang;

Kecuali bila tertanggung atau pegawai-pegawainya tidak getmui ketika
barang-barang dimuat bahwa kapal atau perahu lddakaut, atau container atau

liftvan tidak cocok untuk pengangkutan barang.

(3) Bahaya perang. Asuransi ini tidak menjamin kerugian, kerusakataua

biaya atas barang yang ditanggung yang disebabi&an o

a. Peperangan, perang sipil, revolusi, pemberontakanlawanan
bersenjata, atau kegaduhan sipil yang diakibatldayu setiap
tindakan permusuhan oleh atau terhadap kekuasagnogaperang

(belligerent power);
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b. Perampasan, penyitaan, penahanan, penawanan, kapang
maupun akibat-akibatnya atau setiap perbuatan umjukn yang

demikian;
c. Ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnyg tglantar.

(4) Bahaya pemogokan. Asuransi ini juga tidak menjamin kerugian,

kerusakan, atau biaya atas barang yang ditanggamgdisebabkan oleh:

a. Pemogokan, pencegahan buruh-buruh bekerja atawy-orang
yang ambil bagian dalam kerusuhan buruh, huru-hateu

kegaduhan sipil;

b. Setiap perbuatan teroris atau setiap perbuatan ymTgOtif

politik.

Walaupun asuransi tidak menjamin bahaya perangpdarogokan, tetapi
dengan membayar premi sendiri, dapat ditutup asurantuk kedua macam
bahaya itu, yaitu dengan menggunakan kordsitute War Clause untuk bahaya
perang, damnstitute SRCC Clause untuk bahaya pemogokan.

Kewajiban tertanggung

(1) Bila barang-barang yang ditanggung menghadapi laatedalah menjadi
kewajiban dari tertanggung dan pegawai-pegawairaya ajen-agennya

untuk®

a. Melakukan tindakan-tindakan yang pantas dengaramujuelindungi

atau memperkecil kerugian;

b. Menjamin bahwa hak atas pengangkut atau pihak-plaak yang
(mungkin) bertanggung jawab atas kerugian itu, tag@untut
sepantasnya; penanggung akan mengganti biaya-lyayg pantas

digunakan oleh tertanggung dalam menjalankan tygaisum.

%9 Radiks Purba (A)p.cit., hal 163.
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(2) Tindakan yang dilakukan oleh tertanggung untuk retargatkan atau
melindungi atau menemukan kembali barang yang gligang tidak boleh
dianggap sebagai penolakan abandonmen oleh pemapgigmikian juga
tindakan yang serupa yang dilakukan oleh penanggiotek boleh
dianggap sebagai penerimaan abondemen oleh teutaggoatau anggapan

lainnya atas hak masing-masing pifik.

(3) Bila tetanggung menyadari akan adanya bahaya yajgnid oleh
asuransi ini, maka kewajiban dari tertanggung untslegera
memberitahukan kepada penanggung atas bahayaitihak tertanggung
atas jaminan penanggung atas bahaya itu tergardangpemenuhan

kewajiban ini.

Bila tertanggung mengetahui (dari pengangkut ataupihak lain) bahwa
barang yang ditanggung akan menghadapi bahaya mekatika itu juga
tertanggung harus memberitahukan kepada penang@ilegtertanggung lalai
untuk memberitahukan kepada penanggung, maka haliniz&k memperoleh
ganti rugi bisa gugur bila barang yang ditanggurenderita kerugian/kerusakan
disebabkan oleh bahaya yang lalai diberitahukameymda penanggung. Tujuan
dari segera diberitahukan kepada penanggung adalgéwr penanggung
menyelamatkan atau melindungi barang yang ditangoya setidak-tidaknya
memperkecil kerugian, misalnya dengan meminta batlei Llyod’s Agents

setempat atau bekerja sama dengan pengafigkut.

“01pid, hal 164.
1 bid.
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3.5 Kondisi Franchise dan Kondisi Deductible
3.5.1 KondisiFranchise

Kondisi franchise umumnya ditemui dalammarine insurance policies, atas
dampak kondisi ini maka membebaskan penanggung ldarajiban penuh
terkecuali apabila kerugian yang dimaksud memanigmpgaui suatu batas yang
ditetapkan maka penanggung akan bertanggung jaepenshnya mengganti

kerugian®?

Adapun kerugian yang dimaksud dalam kondisinchise ini adalah
kerugian-kerugian kecil yang sering terjadi dalaemgangkutan. Batas kerugian
yang ditetapkan dalaifnanchise oleh polis biasanya dinyatakan dalam persen dari
harga pertanggungan. Misalnya, harga pertangguiitfan25.000.000,00 dan
franchise 3% atau 750.000,00.

Bila kerugian yang diderita Rp 500.000,00 atau 2%ri dharga
pertanggungan, tidak ada ganti rugi dari penangguBida kerugian Rp
750.000,00 atau 3% dari harga pertanggungan, juigk fda ganti rugi. Bila
kerugian Rp 775.000,00 atau 3,1% dari harga pegtargpn, berarti diatas
franchise, maka ganti rugi dari penanggung besarnya Rp 70300 Dan bila
kerugian Rp 900.000,00 maka ganti rugi besarny@@p000,00%*

Besarnya franchise biasanya Dberkisar antara 3%-5% dari harga
pertanggungan, tergantung dari jenis barang damggmeasannya. Kerugian-
kerugian kecil itu sering diderita oleh barang dalangkutan dari satu tempat ke
tempat lain, yang bukan diakibatkan oleh suatuspes. Misalnya karena kurang
hari-hati penangganannya atau pengemasannya kioaikg Terhadap barang

secara alamiah dapat berkurang beratnya sepeendpayang berdebu (semen,

“2 John Lowry and Philip Rawlingsp.cit., hal 270.

3 Radiks Purba (Bpp.cit., hal 161.
*1bid, hal 162.
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tepung) maupun butiran-butiran (beras, kacang) ldamlain, selalu dikenakan

franchise. Demikian juga zat cair dalam drum atau tomegiral |eakage).*®

3.5.2 KondisiDeductible

Deductible berarti potongan. Menurut kondisleductible penanggung
hanya membayar ganti rugi kepada tertanggung a&asyiandiatas potongan.

Berarti kerugian sebesdeductible atau kurang, tidak diganti oleh penanggtihg.

Misalkan harga pertanggungan Rp 25.000.000,00 dedeductible 3%
atau 750.000,00. Bila kerugian Rp 500.000,00, tidala ganti rugi karena
kerugian lebih kecil darleductible. Bila kerugian Rp 750.000,00, juga tidak ada
ganti rugi karena kerugian sama dengdatuctible. Bila kerugian Rp 800.000,00
maka ganti rugi Rp 500.000,00, yaitu kerugian yaiagasdeductible.*’

Pada prakteknya sering kali kerusakan-kerusakag wala mengganggu
administrasi perusahaan untuk merealisasikan pesndayyd.°Dikarenakan
adanya hal tersebut, maka keberadaan kodddksictible danfranchise memiliki
tujuan agar mengurangi biaya administrasi darisgilei besaran klaim yang

49
l.

kecil.”™ Adapun tujuan lain yakni agar kerugian-kerugiagilkatas interest yang

diasuransikan dipikul sendiri oleh tertanggung gebésiko sendirP’

S pid.
8| bid.
*"1bid hal 163.

‘8 Abbas Salim, Dasar-dasar Asuransi: Principles of Insurance, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1993), hal 65.

49 John Lowry and Philip Rawlingsp.cit., hal 270.

* Radiks Purba (Bpp.cit., hal 163.
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3.6 Risiko Barang Cair (Barang-barang Cair (Vloeibare Waren))

Penjelasan mengenai barang-barang yang cair dadanansi disebutkan
dalam Pasal 643 KUHD, yaitu apabila yang diasukamsiitu berupa barang-
barang yang cair, seperti anggur, minyak, maduh gsirup atau lain sebagainya,
atau garam, dan gula, maka pihak yang menanggdaklah bertanggung jawab
untuk sesuatu kerugian yang disebabkan karena &edocatau melelehnya
barang-barang tersebut, kecuali apabila itu telfadena penyentuhan, pecahnya
kapal, ataupun terdamparnya kapal, ataupun Kkaremandgp-barang yang
diasuransikan tersebut telah dibongkar disuatubpéi@n darurat dan kemudian

dimuat lagi®*

Apabila terjadi hal-hal yang mewajibkan yang meygamg mengganti
kerugian yang disebabkan karena kebocoran atalehneja barang-barang tadi,
maka kerugian yang harus dibayar itu harus dikuraleggan jumlah barang-
barang yang satu jenis, menurut pendapat par#aaittinya merosot harganya.

Pasal 644 KUHD menjelaskan, jika dalam masalahatabs yang
diperbolehkan menurut undang-undang, telah dibuatusasuransi atas barang-
barang dagangan atau barang-barang seumumnyayataifs barang berupa apa
saja yang penting bagi pihak yang tertanggung, regiden bahaya yang
diasuransikan itu berlaku atas barang-barang yamdam dapat menjadi busuk
atau berkurang, maka pihak yang menanggung tidakajidbkan memikul
kerugian yang demikian. Menurut adat istiadat spegmasuransi tidak seharusnya
dipikul oleh paraasurandor. Jika terjadi perselisihan, maka hal itu akan

ditetapkan oleh hakim setelah mendengar parahli.

Apabila di antara barang-barang yang tersebutta8 &u ada barang-
barang yang di tempat dibuatnya asuransi tersémimnya tidak diasuransikan
selain itu dengan bebas davary, kebocoran atau melelehnya barang-barang itu,

*1 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, ps 643.

*2 Djoko Prakosogp.cit., hal 118.

%3 Kitab Undang-Undang Hukum dagang, ps 644.
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maka sama sekali bebaslah pihak yang menanggungelabayaran kerugian

tersebut>®

3.7 Clausul “All Risk” dalam hal pembuktian

Definisi all risk sendiri adalah suatu kondisi yang mengambarkadi&on
bahwa suatu asuransi kerugian menanggung semugidertau kerusakan yang
tidak disebutkan pengecualiannya dalam pblis.

Dalam polis tercantum suatu clausul yang berbuhlyirisk from ware
house to warehouse. Dalam hal pembuktian ini, diperkirakan ada duagisran.
Yang satu mengharapkan pihak asurandor wajib meuegg kerusakan pada
barang-barang yang ditanggung itu, walaupun keaalalari pihak tertanggung
sendiri atau kerusakan pada barang yang ditangg@asgirandor wajib

mengembalikan kerugiannya.

Penafsiran yang lain mengharapkan, bahwa klanstianya mempunyai
makna, bahwa seandainya mengalami kejadian-kejaghaig sudah membuat
asuransi sehingga kejadian ini menimbulkan kerugiang sudah nyata, maka
pihak asurandor dapat bebas untuk membuktikan bahwa kerugian betse
ditimbulkan oleh kekeliruan pihak tertanggung senditau kerusakan pada

barangnya’

Diantara para ahli hukum antara lain Dorhout M#&s Scheltema dalam,
para ahli tersebut condong pada penafsiran kedwan& dalam pasal 249 KUHD
memperlihatkan bahwa dalam asuransi terhadap ryaakarang itu sendiri
diwajibkan ada persetujuan yang tersendiri, sedamglalam Pasal 276 KUHD

** Djoko Prakospop.cit., hal 118.

%5 C. BennettPictionary of Insurance, (London: Pearson education limited, 2004), hal
17.

* Djoko Prakosogp.cit.,hal 203.

57 | bid.
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menegaskan, bahwa pada umumrasarandor tidak mempunyai tanggung

jawab>®

%8 | bid.
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BAB 4

ANALISISBESARAN PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN
PENGANGKUTAN LAUT DIKAITKAN DENGAN KEDUDUKAN
PRINSIP INDEMNITAS DAN KLAUSUL PENGURANG KLAIM

4.1 Kasus Posisi
Pembayaran Klaim atas Pengangkutan barang melalui Kapal TS

Pada tanggal4 Me 2011, PT ABC (tertanggung) mengirimkan barang
barang dengan kapal TS dari Cilacap ke Merak, adgmlis pengangkutan
barang fharine cargo policy atas pengangkutan tersebut yakni dibuat pada
tanggal yang sama dengan tanggal diberangkatkakagal, tanggal 14 Mei
2011. No. Polis atas pengangkutan ini adalah 1140€0MO007, sesuai dengan
tanggal diberangkatkannya kapal dan tanggal dilyaatpolis pengangkutan
barang (arine cargo policytersebut maka polis pengangkutan barangripe
cargo policy ini tunduk pada marine cargo open cover tahunl2gditu No.
Open Cover MAR/OPEN 031/2011. Sesuai keterangaandgblis yakni:

“KAMI bersama ini menyetujui, dengan pertimbangamipgyaran
kepada oleh atau atas nama tertanggung premi sebagaa yang telah
diatur, menanggung kerugian kerusakan tanggung lpvedau biaya
sesuai dengan lingkup dan cara yang diatur disini”

Keterangan diatas tersebut menyatakan bahwa pialsghaan asuransi
PT XYZ (penanggung) berdasarkan keberadaan polis disertai adanya
pembayaran premi yang dibayarkan tertanggung kepadanggung maka PT
XYZ selaku penanggung akan bertanggung jawab atasglan yang terjadi
sesuai dengan lingkup yang diatur. Adapun besaeamjkoan pembayaran premi
oleh tertanggung disebutkan dalam polis adalahsselb$SD 1,364.18.

Terkait dengan harga pertanggungan yakni sebes@ér 41%04,062.21,
nilai barang yang diasuransikan adalah sebesar 8§3$™M,463.43 (CIF Value+
10%). Disebutkan pula dalam polis pengangkutanrgatarsebut, bahwa yang
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menjadi obyek tanggungan adalah bahan kimia casuasedengan faktur
penjualanifivoice BUNOO7166 dengan B/L No. 495 051 515.

Pada tanggall4 Juni 2011, PT ABC (tertanggung) mengajukan klaim
kepada PT XYZ (penanggung) dengan rincian klains 8t&apal sekaligus, salah
satu kapal yang diajukan adalah kapal TS tersedngah rincian:

Vessel ' TS
B/L Na : 495 051 515
B/L Quantity :2,997.841 MT

Actual Receive on shore :2,971.318 MT

Discrepancy : 26.163 MT (0,873%)

Policy No. :11-00-11AMOO7

Declared for Insurance :USD 5,174,463.43 (110% of CFR value)

Claim amount should have beg6.163 MT x USD 1569.15) x 110% =
USD 41,053.45

Pada tangga? Agustus 2011 pihak PT ABC selaku tertanggung melalui
surat penyataanlefter of discharge tersebut menyatakan setuju dan telah
menerima uang sejumladSD 19,908.43 dari penanggung (PT XYZ) sebagai
pembayaran atas klaim kerugian yang dipertanggumdhkswah polis No.11-00-
11-AMO07 sehubungan dengan musibah yang terjach paaggal 15 Mei 2011.

Adapun rincian atas pembayaran klaim tersebut mlaek penanggung PT XYZ

adalah:
Qty B/LNo. 495 051 515 :2,997.841 MT
Shore Qty Received :2,971.318 MT
CARGO SHORT © 26.523 MT

Deductible 0.50% of 2,997.841 MT : 14.989 MT
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NET SHORTAGE » 11,534 MT

Harga per MT sesu#mvoiceper MT : USD 1,569.15

Claim amount - USD 18,098.58
IP 10% : USD 1,809.86
TOTAL CLAIM : USD 19,908.43

Berikut keterangan yang didapat dari surat pergakiaim €laim lette)
kepada penanggung atas beberapa pengangkutan .bBmdeberadaan surat
pengajuan klaimadlaim lette) tersebut dapat diketahui perihal besaran kerugian
yang sering terjadi atas barang yang diangkut dalmberapa perjalanan

pengangkutan barang yang dimiliki oleh tertanggung.

Pengajuan klaim oleh tertanggung (PT ABC) dalam periode Maret s.d Oktober
2011, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan klaim tertanggal 25 Maret 2011

Vessel - GZ
B/L No 1 2736-2
B/L Quantity :5,330.920 MT

Actual Received On Shore : 5,266.734 MT

Discrepancy : 64.186 MT(1,954%)
Policy No. : 11-81-07-00000229
Declaire for insurance : USD 8,209,616.68 (110% of CRRalug

Claim amount should have be€64.186 MT x USD 1,400.00) x 110% =
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USD 98,846.44.

2. Pengajuan klaintertanggal 25 Maret 2011

Vessel
B/L No

B/L Quantity

: GZ

: 2736-3

: 5,250.000 MT

Actual Received On Shore : 5,186.789 MT

Discrepancy
Policy No.

Declaire for insurance

1 63.211 MT(1.204%)

: 11-81-07-00000230

: USD 8,262,350.25 (110% of CRRalug

Claim amount should have be€63.211 MT x USD 1,430.71) x 110% =

USD 99,480.27.

3. Pengajuan klaintertanggal 14 Juni 2011

Vessel
B/L No

B/L Quantity

TR

: 4550813472

:2,400.956 MT

Actual Received On Shore : 2,386.267 MT

Discrepancy
Policy Na

Declaire for insurance

: 14.689 MT(0,612%)
: 11-00-10-AM0046

: USD 4,357,735.14 (110% of CRRilue

Claim amount should have bedf©4.689 MT x USD 1,650.00) x 110% =
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USD 26,660.53.

4. Pengajuan klaintertanggal 14 Juni 2011

Vessel ' TR

B/L No : 4550813466

B/L Quantity : 2,400.955 MT

Actual Received On Shore : 2,386.266 MT

Discrepancy : 14.689 MT{0,612%)

Policy No. : 11-00-10-AM0050

Declaire for insurance : USD 4,357,733.33 (110% of CRRalug

Claim amount should have bedf©4.689 MT x USD 1,650.00) x 110% =

USD 26,660.53

5. Pengajuan klainertanggal 7 Oktober 2011

Vessel : SK

B/L No : POBUSOHSPYKO02201

B/L Quantity :5,013.431 MT

Actual Received On Shore : 4,985.172 MT

Discrepancy 1 28.259 MT(0,564%)

Policy No. : 11-00-11-AM0021

Declaire for insurance : USD 7,875,097.42 (110% of CARalug

Claim amount should have been: (28.259 MT x US[28.40) x 110% =
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USD 44,389.237

Adapun total besaran jumlah tuntutan klaim dalamope Maret s.d
Oktober 2011 adalah sebesar USD 296,037.007. kamudesuai dengan bukti
pembayaran dari data yang diperoleh, adapun begardah pembayaran yang
dilakukan oleh penanggung (PT XYZ) adalah sebe&i» W50,631.34.

4.2 Kedudukan Prinsip Indemnitas pada Penerapan Klausul Deductible

dalam Pembayaran Klaim

Berdasarkan kasus posisi yang telah diuraikanls®ipga yakni terkait
dengan kasus posipengangkutan barang melalui kapal ,‘Tt8rjadi perbedaan
atas penghitungan besaran klaim antara penanging{{Z) dan tertanggung
(PT ABC). Walaupun, pada kenyataan akhirnya yakalafai surat penyataan
(letter of discharge penanggung yang telah menandatangani dan meguyetu
besaran klaim tersebut.

Dari rincian penghitungan yang didapat dari datdanya perbedaan
penghitungan tersebut pada dasarnya bersumbeadanya kondisdeductible
(ketentuan risiko sendiri) yang menjadi unsur yaitgk diperhitungkan oleh
pihak tertanggung (PT ABC). Melihat adanya perbaddari besaran rincian
klaim tersebut, analisis ini berkenaan dengan landeductible itu sendiri
dihubungkan kedudukan atas prinsip indemnitas yaagjadi salah satu prinsip

dasar dari keberadaan asuransi kerugian.

Prinsip indemnitas dalam asuransi kerugian pedan salah satu prinsip
dasar. Keberadaan prinsip ini, tidak membiarkae@@sg tertanggung mendapat
keuntungan lebih atas diadakannya suatu perjapgatanggungan. Karena pada
dasarnya prinsip indemnitas ini bukanlah untuk memkbn keuntungan kepada
pihak tertanggung, melainkan memberikan jaminarti d@mugian dengan tujuan
untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggungad@pposisi keuangan
semula sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tujaan dari prinsip ini agar

tertanggung tidak begitu saja mengalami kondisakglirutan atas kerugian yang
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tiba-tiba ia derita, dengan uraian diatas maka Isugdas bahwa prinsip
indemnitas tidak sekali-kali menjanjikan keuntungd&s jaminan ganti rugi yang
diberikan, karena pada dasarnya prinsip tersetbait ttkan memberikan ganti rugi
berlebih kepada tertanggung, sehingga ia mendapattkngan atas kelebihan

besaran ganti rugi tersebut.

Terkait adanya ketentuan dalam KUHD yakni p2&&, pasal 253, pasal
274, pasal 277 dan pasal 278, sesuai dengan kebergatinsip indemnitas.
Beberapa ketentuan tersebut menjelaskan terkaitligormsuransi berganda,
perjanjian asuransi dengan harga pertanggungareblieriserta mekanisme
pembagian pertanggungan yang bagi penanggung yangnggung tertanggung
yang sama. Dari pasal-pasal KUHD ini dapat terlibahwa dalam prinsip
indemnitas tersebut, dalam pengaturannya adalafageagar tidak terjadi suatu
perjanjian penanggungan dengan kondisi yang dapatungkinkan tertanggung

menerima ganti rugi berlebih.

Selanjutnya, bagaimana dengan adanya kondisi @mseseorang
tertanggung menerima ganti rugi, namun dalam halaediterimanya ganti rugi
tersebut tertanggung tidak mendapatkan suatu kiosdimula sesaat sebelum
terjadinya kerugian, seperti apa yang telah diamaikebelumnya terkait dengan
tujuan dari prinsip indemnitas tersebut. DikaitkBemgan penjabaran dalam posisi
kasus yaknipengangkutan barang melalui kapal .TBalam pembayaran klaim
atas kerugian yang terjadi dalam pengangkutanketseihak tertanggung (PT
ABC) menerima pembayaran ganti rugi dengan adaeggyrangan yakni adanya
kondisi deductible Merujuk pada ketentuan dalam polis yang berkekialu
sebagai perjanjian yang mengikat antara para pyeini penanggung dan

tertanggung. Terdapat klausul sebagaimana tertieasveh ini:

“INSTITITUTE CARGO CLAUSE (A) CL 252 1/1/82 extended
to include leakage and/or shortage and/or diffeeencweight (or volume)
and/or contamination howsoever arising.

KLAUSUL INSTITITUTE CARGO (A) CL 252 1.1.82 diperhs
untuk mencakup kebocoran dan / atau kerugian datau perbedaan
dalam berat (atau volume) dan / atau kontaminagyap yang timbul.
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Claims for leakage and/or shortage and/or differeernin weight
(volume) however arising shall be payable onlyxoess of ordinary loss
which shall be deemed to be 0,5% calculated on eaak of vessel or the
whole at the option of The Assured, notwithstandirg craft may be used
to effect delivery.

Klaim untuk kebocoran dan/atau kekurangan dan/ptabedaan
dalam berat (volume) bagaimanapun yang timbul hakgam dibayarkan
pada kelebihan dari kerugian biasa yang akan damd@y5% dihitung
pada masing-masing pengangkutan kapal atau kebalurdari pilihan
tertanggung, meskipun kapal mungkin dapat digunakantuk
pengangkutan.

However, in respect of co-mingled shipment, sudesxshall be
0.50% applied to each Bill of Lading or, in the easf several Bill of
Lading being issued, the total volume of interestiected in such Bill of
Lading insured hereunder by this open policy.

Namun, sehubungan dengan campuran pengiriman, itkafeb
harus 0,50% diterapkan pada setiap bill of ladingu.adalam kasus
beberapa lading diterbitkan, total bunga yang temge di dalam bill of
lading bawah ini disediakan oleh kebijakgren policy

Notwithstanding the foregoing, should a loss oaduring loading
operation which result in a Bill of Lading figurewer than the invoiced
shore tank load then the excess in the respectdhary loss of 0.50%
shall not apply

Sekalipun  demikian, kerugian harus terjadi selama
dilaksanakannya operasi pemuatan yang tercatatldin@mperlihatkan
tingkat yang lebih rendah dari pada faktur tangkiuld pengangkutan
(invoiced shore tank) kemudian kelebihan atas kerudpiasa sebesar
0,50% tidak perlu di bayarkan.

Further, claim recoverable under the Institute CarGlauses (B),
the Institute War, the Institute Strike and IngBtuMalicious Damage
Clauses, and claim for General Average, Salvager@d¢smand Sue and
Labour Charges shall be payable in full. In the rdvef contamination
and/or major shortage all available load and disolpa samples shall be
retained indefinitely for re-analysis if required.”

Selanjutnya, klaim diperbarui di bawah Institut #sal Kargo (B),
Institute War Institute StrikedanlInstitute Malicious Damage Clausetan
klaim untuk kerugian umum, biaya penyelamatan lgrdan Sue and
Biaya Buruh harus dibayarkan secara penuh. Dalarh tegadi
kontaminasi dan atau kekurangan utama semua myaitantersedia dan
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sample harus disimpan dalam batas waktu yang pdait untuk dianalisis

kembali jika diperlukan.

Dengan adanya klausul pengurang klaim dalam pG@ligen Cover
MAR/OPEN 031/2011 yang tertera diatas maka padaardga keberlakuan
kondisi deductibleitu sendiri adalah sah menurut hukum, karena pdarnya
kedua belah pihak harus tunduk pada perjanjian yaeigka buat, dalam hal ini
bentuk perjanjian tersebut adalaiarine cargo open policyang mengikat kedua
belah pihak yakni tertanggung dan penanggung,maéikait dengan syarat sah
perjanjian (1320 KUHPerdata) dan perjanjian yangudi sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya (1338R€dtdta).

Klausul pengurang klaim yang diterapkan dalaarine cargo open policy
tersebut, apabila ditelusuri keberadaannya kladistids sejalan dengan ketentuan
KUHD Buku Kedua Bagian Keempat tentang Hak-hak idawajiban-kewajiban
si Penanggung dan si Tertanggung yang tercantuamdaisal 645 dimana terkait
dengan obyek barang dalam pengangkutan laut pada lsisus yakni berupa

barang cair.

Pasal 645 KUHD

“Apabila barang-barang dari macam sebagaimana adisai
dalam pasal yang lalu di dalam polis disebutkargdemamanya masing-
masing, maka,dengan tidak adanya sesuatu janji yang khusus, si
penanggung tidaklah bertanggung jawab untuk seswaity yang kurang
dari pada tiga persen”

Mengingat bahwa barang yang dijadikan obyek pegamgan adalah
barang cair, dan pada pengangkutan barang me&altiini adalah barang cair
bahan baku kimia, kemudian dalam polis pengangkidaang tersebut juga telah
disebutkan bahwa yang menjadi obyek tanggungarasdsngan faktur penjualan
dengan nomomvoice BUNO0O7166 dengan B/L No. 495 051 515. Maka merujuk
pada pasal diatas dengan adapgganjian khususyakni melalui klausul yang
tercantum dalam poli®pen CoveMMAR/OPEN 031/2011, sesungguhnya klausul
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tersebut jelas tidak bertentangan dengan ketentiaégam KUHD, yang tanpa
adanya perjanjian khusus pun penanggung dalam somditidak bertanggung
jawab untuk suatu kerugian yang kurang dari paga persen. Kembali pada
kententuan dalam polis, adapun kondisductibleyang diterapkan atas dasar
adanya perjanjian khusus yang mengikat para pikaselbut, disana besaran
persentase yang diatur untuk kondigductibleini adalah sebesar 0,50% atas

kerugian dalam pengangkutan obyek pertanggungsetiet.

Dari kedua penjelasan sebelumnya terkait prinsg@mnnitas dan kondisi
deductible peneliti akan menjelaskan hubungan atas kebenakkondisi
deductible sebenarnya adakah pertentangan dengan prinsipniviides dalam
asuransi kerugian. Untuk menjawab hal ini, haruagatahui apakah dalam studi
kasus, tujuan dari prinsip indemnitas itu sendercépai atau tidak. Untuk
menjelaskannya maka kembali pada penjelasan lebidalam mengenai latar
belakang atas keberlakuan konddeductible itu sendiri yang sangat terkait
dengan keberadaan sifat barang cair yakni mudalgateni suatu penyusutan,
kebocoran ataupun kondisi kekurangan lainnya alkabdatya proses pemindahan
dalam suatu pengangkutan. Atas konsekuensi dai bBdrang cair ini yakni
memiliki kemungkinan yang besar dalam artian yaaring terjadinya kerugian,
namun dalam jumlah kerugian yang kecil. Jadi, wama atas kerugian kecil
yang sering terjadi atas konsekuensi sifat barangtersebut, diberlakukan suatu
risiko sendiri bagi tertanggung. Dalam pelaksanganperwujudan dari risiko
sendiri itu adalah dengan penerapan potongan aatbgyaran klaim yang
dilakukan oleh penanggung. Atas latar belakang rkatkgan kondisideductible
(risiko sendiri) tersebut maka menjadi hal yang dukng prinsip indemnitas
yakni agar tertanggung tidak memperoleh ganti rigirlebih sehingga
mendapatkan keuntungan. Maka pada dasarnya kebenlakondisideductible
dalam polis tidak bertentangan dengan prinsip ind&® dalam asuransi

kerugian.
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4.3 Klausul Pengurang Klaim yang lebih menguntungkan (deductible atau
Franchise) dalam Asurans Muatan Laut dalam Studi Kasus

Dari data (surat pengajuan klgimang diajukan oleh pihak tertanggung
(PT ABC) kepada pihak penanggung (PT XYZ) dalamqgaer Maret s.d Oktober
2011, dapat dilihat bahwa kerugian yang dialantateygung (PT ABC) adalah
sebesar 26.163 MT0,873%); 28.259 MT (0,564%); 14.689 MT (0,612%);
14.689 MT (0,612%); 63.211 MT (1.204%); 64.186 MT (1,954%). Dalam
bentuk persen disini adalah besaran perbandingasgipase) atas seluruh barang

yang dimuat dalam pengangkutan.

Terkait data tersebut, dapat terlihat manakah lsdbndtau klausul
pengurang klaim yang menguntungkan bagi pihakriggang sebenarnya. Pada
dasarnya kedua kondisi pengurang klaim le&uctibledanfranchise keduanya
memiliki dasar hukum yang sah yang diatur dalameieian Kitab Undang-
undang Hukum Dagang. Maka disini sebenarnya adablesan memilih kondisi
tersebut bagi tertanggung jika ia menyadari kondmna yang tepat bagi
kepentingan perusahaannya dengan mengingat bekaeragian yang sering
terjadi. Namun, hal ini tentunya kembali pada adaogysur kesepakatan antara
kedua belah pihak.

Pertama, kondisiranchisedimana pihak penanggung akan menentukan
batas kerugian dimana apabila terjadi kerugianvagbabatas yang ditentukan
maka penanggung tidak akan membayar kerugian yamd oleh tertanggung.
Sebaliknya, jika kerugian yang dimaksud besarnyaafdlebin besar dari batas
kerugian yang ditetapkan, maka penanggung akan enanipenuh atas kerugian
yang dialami tertanggung tersebut tanpa adanyangato Mengenai besaran
batas kerugian yang dimaksud diluar dari kebeb&ssmkontrak yang biasanya
ditemukan dalam praktek adalah berkisar dari 3% S% dari harga
pertanggungan, namun apabila merujuk pada ketemtakam pasal 645 KUHD
dan pasal 719 KUHD.
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Pasal 645 KUHD

“Apabila barang-barang dari macam sebagaimana disai
dalam pasal yang lalu di dalam polis disebutkargdemamanya masing-
masing, maka, dengan tidak adanya sesuatu janjg ydwsus, Si
penanggung tidaklah bertanggung jawab untuk seswaity yang kurang
dari padaiga persen”

Pasal 719 KUHD

“Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan p&&a| 644 dan
645, maka si penanggung tidaklah diwajibkan meimgddsuatu kerugian
laut umum maupun khusus, apabila kerugian lautseliain biaya-biaya
untuk pemeriksaan, perkiraan atau perhitungan tidakumlah lebih
daripadasatu persen dari harga barang yang telah rusak itu; demikian i
tidak mengurangi kekuasaan para pihak untuk memgeinmengadakan
perjanjian lain.”

Dengan adanya dasar hukum tersebut, maka dapatakik bahwa
kondisifranchiseapabila tidak diperjanjikan secara khusus olela p#rak dalam
asuransi kerugian, maka besaran kerugian yangagkan untuk batasan atas
franchiseyakni bagi barang-barang yang masuk dalam kedenpasal 643 dan
644 adalah sebesar tiga persen. Sedangkan keratpanbarang-barang yang
umum yang terjadi baik akibat dari kerugian lautusmmaupun khusus maka
sesuai dengan pasal 719 KUHD besaran kerugian gisagpkan atafranchise
adalah sebesar satu persen.

Adapun dalam studi kasus, apabila yang diterapkdalah ketentuan
franchisesebagai mana sesuai dengan ketentuan dalam KUK&nperjanjian
yang dibuat khusus antara para pihak, maka terftaitgan objek barang
tanggungan adalah barang cair (bahan baku kimiay ylam hal ini terjadi
kekurangan ketika barang diterima. Adapun ketenytzang berlaku adalah pasal
645 KUHD yakni besaran batas kerugian jika meleliga persen maka
penanggunglah yang bertanggung jawab. Dalam stasiuskini, yang apabila
menerapkan klausulfranchise penanggung tidak membayar klaim atas
pengangkutan barang oleh keenam kapal tersebutgiMgat klaim atas keenam

pengangkutan barang melalui kapal tersebut kerngamdalah sebesar 26.163
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MT (0,873%); 28.259 MT (0,564%); 14.689 MT (0,612%); 14.689 MT

(0,612%); 63.211 MT(1.204%); 64.186 MT (1,954%), jadi dikarenakan tidak
ada kerugian yang melebihi tiga persen maka koresekyika diterapkan kondisi
franchise klaim atas keenam pengangkutan tersebut tidak dksyarkan oleh

penanggung karena tidak melebihi batas tiga pémergian.

Kedua, kondisideductiblemerupakan kondisi dimana ada klausul yang
akan selalu mengurangi besaran pembayaran klaiim pémanggung kepada
tertanggung. Adapun kondisi ini diberlakukan adalatuk para pihak agar tidak
terepotkan dalam pengurusan administrasi apabiiggpean klaim atas besaran
yang cenderung kecil, karena mengingat bahwa dakmgajuan klaim terdapat
proses administrasi yang dilakukan oleh para pihdikhwatirkan proses
administrasi tersebut lebih memakan biaya besandiingkan dengan klaim yang
nantinya akan didapat. Tujuan lainnya adalah ter#angan tanggung jawab
pihak tertanggung atas kepemilikan barangnya semlilimana ia memang harus
bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ki sering terjadi akibat

dari sifat barang itu sendiri.

Sesuai dengan klausul yang berlaku dalam polis atadi kasus
Pembayaran Klaim atas Pengangkutan barang melalpdl TS disana yang
berlaku adalah keberlakuan kondisiductible Besaran atas kondideductibleitu
adalah 0,50%rTerkait dasar hukum keberlakuan kondisductibleini sebenarnya
kondisi ini tidak diatur secara khusus seperti yhas bagi keberlakukan kondisi
franchise Dengan tidak adanya pengaturan khusus atas komedkictibleini
maka kondisi ini sebenarnya merupakan perluasamnmdplaktek yang dilakukan
para pihak yang mengadakan perjanjian penangguages kondisifranchise
yang memang nyatanya terdapat pengaturan dalam KUBH2i kondisi
deductibleini merupakan perwujudan dari kebebasan berkontlak sebagai
perluasan atau bentuk lain dari kondisinchiseyang diatur dalam pasal 645 dan

719 KUHD, yakni sebagai perjanjian khusus.

Pada data yang terlampir, terdapat pengangkutadaluneenam kapal
adapun kondisi kerugian yang terjadi adalah sel#&a63 MT(0,873%); 28.259
MT (0,564%); 14.689 MT (0,612%); 14.689 MT (0,612%); 63.211 MT
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(1.204%); 64.186 MT (1,954%). Berdasarkan keberlakuan atas kondisi
deductibleitu maka semua dari klaim yang diajukan atas pegigaan keenam
kapal tersebut adalah ditanggung oleh penanggungatiepembayaran dikurangi
besaran risiko sendiridéductible yakni sebesar 0,50% sesuai dengan klausul

yang diatur dalam poligpen covetercantum.

Menurut hemat peneliti setelah menelaah lebih @ata yang terkait dan
menghubungkan dengan kondisi pengurang klaim yapgtddiberlakukan, maka
untuk studi kasus ini yang terdiri atas pengangkukeenam kapal dengan
mempertimbangkan kerugian yang sering dialami nnggang (PT ABC) dan
besaran klaim yang nantinya akan ditanggung (PT )XY#Aaka keberlakuan
kondisi deductible memang sudah tepat dalam artian lebih menguntungka
Mengingat kondisteductibleadalah kondisi yang menguntungkan dibandingkan
franchise ketika tertanggung sering mengalami suatu kerugeamg cenderung
kecil dari batasan kerugian yang biasa diterapkanchise pada umumnya
ataupun menurut KUHD.

4.4 Prosedur Pengajuan Klaim dalam Asuransi Kerugaian Muatan L aut

Dalam polismarine cargo open policiNO.MAR/OPEN/031/2011 tidak
ditentukan secara rinci mengenai prosedur pengdjlaam. Adapun ketentuannya
dalam polis tersebut jika tertanggung mengalamitusd@rugian maka yang
tertanggung lakukan adalah menghubungi  pileéker yang memperantarai
antara tertanggung (PT ABC) dan penanggung (PT XYZ)

Dalam proses pengajuan klaim tertanggung membutubkta-data yang
mendukung bahwa ia berhak atas pengajuan klairaltetrsDari data studi kasus
yang dilakukan dapat diketahui data-data apa sajg gibutuhkan dalam proses
pengajuan klaim tersebut dan bagaimana proses jp@ngklaim hingga

didapatinya pembayaran atas pengajuan klaim tersebu

Dalam studi kasus yang dilakukan, pada pengajuaimkya PT ABC
selaku tertanggung dibantu oleh jasa daroker. Disana broker berperan

membantu proses pengajuan Kklaim tersebut, padagdang4 juni 2011
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tertanggung mengabarkan kepdol@ker terkait adanya pengajuan klaim atas
kerugian dalam tiga pengangkutan yakni oleh kaf@l(B/L No. 495 051 515),
TR (B/L No. 4550813472), TR (B/L No. 4550813466)apun pengabaran
tersebut melalui email yang berisikan surat peragajtuntutan klaim kepada
penanggung. Selanjutnya, pada tanggal yang daroker menginformasikan
kepada tertanggung dokumen-dokumen yang diperlukénk pengajuan klaim.

Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi tersebutaddal

c. Loading survey report for each of the claimed sh@ptn(laporan survey
pemuatan dari setiap pengangkutan kapal yang dajklaimnya).

d. Unloading survey report forex. TS (B/L no. 495 051 515) and ex. TR
(B/L no. 4550813472). (laporan survey ketika barammng diangkut

dikeluarkan atau ditempatkan pada tempat tujuan).

e. Claim letter/notes (draft attached)(surat pengajuan klaim kepada

penanggung).

f. Hold the originals of the shipping documents ansuhance certificate for
further inquiry. (dokumen asli pengapalan dan sertifikat asurgnsiis
pengangkutan barang dan pobgpen cover untuk penyelidikan lebih

lanjut bagi kepentingan penanggung).

Selanjutnyabroker dalam kasus posisi paddembayaran Klaim atas
Pengangkutan barang melalui Kapal T& Juni 2011 pukul 14.00 WIB
mendatangkan pihak adjustor untuk bertemu tertamggsekaligus untuk
keperluan penghitungan atau pemeriksaan atas kerygng terjadi pada barang,
dalam kasus ini yakni kekurangashrtag@ penerimaan barang yang dilakukan

pengangkutan.

Pada tanggal 1 Agustus 20l1hroker menginformasikan besaran
pembayaran yang akan dibayarkan oleh pihak penagg{PT XYZ) kepada
pihak tertanggung. Adapun besaran pembayaran tersdibketapkan setelah
adanya survey penelitan atas kerugian yang terjadi, dan penargygu
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menginformasikan besaran pembayaran klaim dengeil dan terperinci. Pada

informasi tersebut juga dilengkapi dengan keterarigwa:

“Again, we also have checked the calculation andcbhdg have
found it in good, nonetheless we urge you to stizéi the calculation
once again before share us you comments.

Should you agree on the amount offered, pleaseildin fthe
attached draft Discharge Letter and Subrogation rRdior further claim
processes.

Look forward to have your comments in due coursk @ease do
not hesitate to contact us for queries and/or disoons.”

Dengan adanya keterangan sebagaimana diatas)ggutey jika pada
kenyataannya setuju atas rincian pembayaran klamsebut maka tertanggung
membuat surat penyataan subrogasi dan dalam hakembayaran akan segera
dilunasi oleh penanggung. Jika tertanggung tidakjsetas hasil rincian besaran
klaim tersebut tertanggung dapat menghubungi pih@nanggung dan
mendiskusikannya kembali. Adapun hal yang dididarsiatau dinegosiasikan
adalah terkait atas kesamaan persepsi mengenairabedeerugian yang
ditanggung, atau dapat pula mengenai penilaianahbegang yang mengalami
kerugian (nilai aktualnya). Bukan mengenai klaugamg telah ditetapkan pada
polis misalnya terkait dengan klausgéductible mengingat keberadaan polis
beserta klausul-klausul didalamnya adalah telabtuiisi oleh para pihak ketika

mengadakan perjanjian pertanggungan tersebut.
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BAB 5

PENUTUP

5.1 Kessimpulan

1. Penerapan klausul risiko sendiri (deductible) yang berlaku dalam marine
cargo open cover policy NO.MAR/OPEN/031/2011 yang mengikat kedua
belah pihak yakni PT ABC selaku tertanggung dan PT Asuransi XYZ
selaku penanggung adalah tidak bertentangan dengan prinsip ganti
kerugian (prinsip indemnitas) yang diatur dalam KUHD.

2. Klausul pengurang klaim yang lebih menguntungkan bagi PT ABC selaku
tertanggung yang melakukan tuntutan klaim dalam periode Maret s.d
Oktober 2011 dengan kerugian yang dialami berkisar antara 0,564% s.d
1,954% adalah dengan bersepakat menerapkan kondisi deductible
dibandingkan dengan menerapkan kondisi franchise.

3. Prosedur pengajuan klaim dalam perjanjian asuransi kerugian muatan laut
dalam marine cargo open cover policy NO.MAR/OPEN/031/2011 yang
berlaku, hanya memberitahukan kepada PT ABC sdlaku tertanggung
kemana ia harus memberitahukan perihal kerugian yang ia alami. Adapun
pemberitahuan dalam studi kasus ini adalah kepada broker yang menjadi
perantara PT ABC dan Perusahaan Asuransi XY Z. Disini broker memiliki
peranan yang aktif untuk membantu PT ABC selaku tertanggung dalam
proses pengagjuan klaim hingga diterimanya ganti kerugian atas klaim
tersebut.

Universitas Indonesia

Analisis hukum ..., Nanda Febriani, FH Ul, 2012



76

5.2 Saran

Tertanggung (PT ABC) seharusnya dapat lebih memperhatikan secara
keseluruhan ketentuan dalam polis yang marine cargo open cover policy
NO.MAR/OPEN/031/2011 yang berlaku sebagai perjanjian pertanggungan antara
para pihak, terlebih mengenai kondisi pengurang klaim yang ada (kondisi
deductible). Mengingat yang terjadi adalah dalam setiap tuntutan-tuntutan klaim
yang digjukan dalam periode Maret s.d Oktober 2011, tertanggung selalu tidak
memperhitungkan kondis deductible tersebut dalam rincian tuntutan klaim yang
digjukan. Adapun apabila dalam hal tertanggung merasa keberatan atas kondisi
tersebut sebaiknya tertanggung menegosiasikannya kembali kepada penanggung.
Pada dasarnya keberlakuan kondisi pengurang klaim tersebut dalam suatu polis
adalah dilakukan dengan kesepakatan para pihak, adapun dasar hukum yang
diberlakukan kembali merujuk pada ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata dan
pasal 1338 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian dan perjanjian mengikat
kedua belah pihak.
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